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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat daNyagipenyusunan
Laporan Evaluasi Interna@tiwulan | Deputi Bidang Penindakan dapat diselesaikan dengan baik dan
tepat waktu. Kewajiban menyusun Evaluasi Internal ini didasarkan pada Keputusan Kepala BPOM
Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM. Evaluasi Internal Deputi Bidang Penindakan ini disusun
dengan tujuan untuk mengevaluasi program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang
Penindakan dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi dan tujuanfZaklan

Laporan ini merupakan sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Deputi Bidang Penindakan
sekaligus untuk mengetahui apakah program/kegiatan yang telah dijalankan harus dihentikan,
diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan. Laponain mmemuat pencapaian kinerja
pelaksanaan program/kegiatan selama periode Triwulan | (Jaaret) Tahun 2023 sesuai dengan

tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan beserta kendala/hambatan serta rencana tindak lanjut.

Akhir kata, mudagmudahan Laporaiinerja Interim Triwulan | Deputi Bidang Penindakan ini dapat
menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik
bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Deputi Bidang Penindakan pada triwulan berikutnyaykhususn

di tahun 2023.

Jakarta, April 2023
Plt. Deputi Bidang Penindakan

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
NIP 197306302000031001
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Deputi Bidang Penindakan sebagai salah satu satuan kerja di Badan POM memiliki kewajiban
untuk menyusun Laporan Kinetjaterim Triwulan Isebagaimana amanat dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentaBstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Interideputi Bidang Penindakan padlawulan ITahun 203 merupakan
perwujudan akuntabilita®eputi Bidang Penindakadtalam melaksanakan tugas dan fungsi
serta penggunaan anggarannya. Lisgyoini memuat capaian kinerja selarhawulan [Tahun

2023 serta hambatan dan rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan P@Mputi Bidang Penindakaebagasatuan kerja
pendukung memiliki 8 Sasaran ProgramtwavieningkatnyaPenegakan Hukum Kejahatan
Obat Dan MakananYang Efektjf TerwujudnyaUpaya Cegah Tangkal Kejahat@hat Dan
MakananYang EfektjfHasillntelijen Obat Dan MakananYang Berkualitagyleningkatnya
Efektivitas Penindaka®@bat DanMakanan RekomendasAnaliss Siberdi BidangObatdan
Makanan TerwujudnyaTata Kelola Pemerintahabeputi Bidang Penindakaviang Efekitjf
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Penindakdang Berkinerja OptimalMenguatnya
Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawa$mat Dan Makanan di Deputi Bidang
PenindakanDan Terkelolanya KeuangBeputi Bidang Penindaké&ecara Akuntabel

Lebih lanjut capaian masingasing indikator kinerja sasaran program pddavulan [Tahun

2023 adalahsebagaberikut:

a. Terdapatl (satu) Indikator kinerja sasaran program yang masuk dalam katagmmnig
Memenuhi Ekspektasiyaitu: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang
Penindakan yang Optimal sebesar 108,44%

b. Terdapatl (satu)Indikator kinerjasasaran program yang masuk dalantak@ri Belum
Memenuhi Ekspektasiaitu: Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan
Makanan yang dimanfaatkan sebe84r28%

c. Terdapat4 (empat) indikator sasaran program yarigdak Memenuhi Ekspetasiyaitu
Persentase PutusanPengadilan YangDinyatakan bersalah sebesar 0 % Persentase
RekomendasCegah Tangk#ejahatanObat Dan MakananYangDitindaklanjutisebesar
22.73%, PersentadeekomendasintelijenObat Dan MakananYangBerkualitas sebesar
60.24% TingkatEfisiendPenggunaanggararDeputiBidangPenindakan sebesar 87.2%

d. Terdapat 2 (duad) indikator sasaran program yangdak Dapat disimpulkan yaitu
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Malssismsarl56.144 Nilai
KinerjaAnggararDepui BidangPenindakarsebesar 559.90%

Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana di atas, Deputi Bidang Penindakan
didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
diperlukan kaitannya dengan pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (oygmg)erukur
selama tahun anggaran 282Adapun alokasi anggaran Deputi Bidang Penindakan adalah
sebesaRp. 55.537.240.00QLima puluh lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus
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empat puluh ribu rupiah)Sementara itu, realisasi anggaran De@itlang Penindakan pada
Triwulan | 2023 adalah sebesaRp. 10.943.269.44@epuluh milyar sembilan ratus empat
puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam jupiah
dengan capaian sebesi®.70%.Adapun capaian di masingasing direktorat adalah sebagai
berikut:

a. Direktorat Cegah Tangkal sebeddr34%;

b. Direktorat IntelijenObat dan Makanasebesa4.03%;

c. Direktorat Penyidika®bat dan Makanasebesai32.22%;

d. Direktorat SibeObat dan Makanasebesar20.86%

Lebih lanjut Laporan Kinerja Interinfriwulan IDeputi Bidang Penindakan ini diharapkan
dapat digunakan oleh pihgtihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui
kinerja Deputi Bidang Penindakan pada Triwulkatmun 203 dan selanjutnya dapat memberi
masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang
Penindakan di masa yang akdatang

Laporan Kinerja Interim  Triwulan I Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023



BAB |
t9b5! 1! [!'1b

1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja InstansPemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja
yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN)/ Anggaran Pendapatagldhja Daerah (APBD). Laporan kinerja berisi penjelasan
atas pencapaian strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan
Perjanjian Kinerja Unit Eselon | yang dalam hal ini Deputi Bidang Penindakan termasuk
aspek keuangan yang mengaitkan hogan antara anggaran yang dibelanjakan dengan
hasil /manfaat yang diperoleh. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target
dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Deputi Bidang
Penindakan tahun 2

Laporankinerja ini disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan kinerja ini juga
disusun sebagai bentuk evaluasi internal yang ditujukan untuk memudahkan pengambil
keputusandalam menetapkan apakah program/kegiatan akan dihentikan, diperbaiki,
dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan. Dalam laporan ini mencakup informasi tentang
sasaran strategis, indikator kinerja, program/kegiatan, rencana aksi, dan anggaran; target
kinerjadan anggaran per triwulan; dan capaian kinerja dan anggaran per triwulan.

Oleh karena itu, Deputi Bidang Penindakan sebagaimana amanat dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Keputusan Kepa BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan
BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam melaksanakan seluruh
kegiatan. Sebagai salah satu benfodrtanggungjawaban dalam pelaksanaan SAKIP,
Deputi Bidang Penindakan menyudiaporan Kinerja Interimiriwulan tahun 203 yang
bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dijalankan oleh
Deputi Bidang Penindakan selama 1 (satiyulan serta memberikan informasi kinerja
yang terukur kepad&epala Badan POlpemberi mandat) atas kinerja yang telah dan
seharusnya dicapai sehingga memudahkan pengambil keputusan dalam menetapkan
apakah program/kegiatan yang dijalankan Deputi Bidaggrielakan baik itu Direktorat
Cegah TangkalDirektorat IntelijenObat dan MakananDirektorat SiberObat dan
Makanandan Direktorat Penyidika®bat dan Makanarakandiperluas, ditingkatkan,
diperbaiki, dimodifikasi, atadihentikan
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1.2 GAMBARAN UMUM ORGADSI

Badan Pengawa®bat dan Makanar(Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga
Pemerintah NorKementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden
berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Gfktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 64
Tahun 2005 tentandrerubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun
2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungswenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

BerdasarkarPeraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2@é&iitang Badan Pengaw#&3bat

dan Makanan Pusat Penyidika®bat dan Makanarberubah menjadi DeputBidang
PenindakanTugasitama dari Deputi Bidang Penindakan adalah memberantas kejahatan
di bidangObat dan MakananAdapun tugas, fungsi dan kewenangan Deputi Bidang
Penindakan dapat dijabarkan sebagai berikut.

A Tugas . Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundangundangan di bidang pengawasa@bat dan
Makanan

A Fungsi . Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan,
penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria serta
pelaksanaan evaluasi kebijakgenindakan meliputi cegah
tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundangndangan di bidang
pengawasarObat dan Makanan

A Kewenangan : Melakukan kegiatan intelijen siber, cegah tangkaban
penyidikan di bidang pemgvasanObat dan Makanan

Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan
kejahatan di bidangbat dan Makanamlapat dilakukan secara komprehensif melalui
kegiatan penyidikan yang didukung oleh proses inteljan sibersertaaktivitas cegah
tangkal yang kuat.
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Gambar 11 Alur fungsiintelijen, siber,cegah tangkal, dan penyidikan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.3.1 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Deputi
berdasarkan Peraturanad8an PengawasObat dan MakananNomor 21 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Peng@ats dan Makanan

Deputi Bidang Penindakan terdiri dari 4 (emaitektorat yatu:
1) Direktorat Cegah Tangkal: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang cegah tangkal terdap pelanggaran ketentuan peraturan perundang

undangan di bidang Obat dan Makanan.

2) Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Melaksanakan penyusunan dan

Bidang Penindakan disusun

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta

pemantauan, evaluasi dan pelayan di bidang intelijet©bat dan Makanan
3) Direktorat Siber Obat dan Makanan Melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sileat dan Makanan
4) Direkorat PenyidikanObat dan MakananMelaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak piQaaa

dan Makanan
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1.3.2 Sumber Daya Manusia
Sebaganana amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2020 bahwa dalam pengawas#@bat dan Makanamenitikberatkanhuman
capitaldalam peningkatan daya saing prodDkat dan Makanammaka komposisi
Smber Daya Manusia (SDM) Aparatdr Deputi Bidang Penindakan juga
berpengaruh terhadap kinerja pengawas@bat dan MakananJumlahSDM
Aparaturyang dimiliki oleh Deputi Bidang Penindakan untuk menjalankan tugas
dan fungsinya berjumlati49 orang yang tersebar di 4 (empat) direktorat yaitu
Direktora Cegah Tangkal, Direktorat Intelijgdbat dan MakananDirektorat
SiberObat dan Makanaserta Direktorat Penyidika®bat dan Makanan

Data Pegawai Deputi Bidang
Penindakan

15.44%

"

84.56%

= ASN = PPNPN
Grafik 1.1DataPegawai Deputi Bidang Penindakan
BerdasarkanGrafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dad9lorang pegawai,

sebanyalB4,56% adalah PNSZ@orang) dan sebanyals}44% @3 orang) adalah
pegawai pramubaktiPPNPN

Komposisi Pegawai Berdasarkan
Jenis Kelamin

44.30%

\ 55.70%

= Laki-laki = Perempuan

Grafik 1.2Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
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Apabila dikelompokkaberdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Grafik 1.2
di bawah ini bahwa jumlah pegawai yang berjenis kelaminld&kiberjumlah83
orang 65,70%) dan jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan berjumlah
66 orang @4,30%).

Sementara itu, untuk koposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat
dilihat pada Grafik 1.3 di bawah ini.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

7.38% 14.77%

12.08% "
/ 22.82%

= S2 = Profesi = S1 = D3 = SMA

42.95%

Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa sebar®akorang (4,77%0)
berpendidikan S2/Magiste34 orang (2,82%) berpendidikan profesi apoteker,
sebanyak 8 orang (2,9%%0) berpendidikan S1/Sarjana, sebanydk drang
(12,08%) berpendidikan D&an sebanyak 1 orang {,38%) berpendidikan SMA.

1.4 ISU STRATEGIS
Analisikomprehensif dibutuhkan oleh Deputi Bidang Penindakan sebagai bentuk upaya
mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Analisis ini bersifat menyeluruh dan terpadu
termasuk faktor lingkungan dan i$su strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya
tujuan dan saaran kinerja. Isusu strategis terkait situasi kejahat&bat dan Makanan
yang dihadapi oleh Deputi Bidang Penindakan diidentifikasi sebagai berikut:

a. Globalisasdan PerdagangarBebas
Semakin tipisnya batas perdagangan antar negdarderlesy di satu i
menimbulkan efek negatif yang perlu kita waspadai. Semakin mudah masuknya
barang dari luar negerapalagi dengan adanya kemajuan teknologi dimana interaksi
antar penjual dan pembeli semakin mudah tentu menjadi salah satu poin semakin
maraknya produlObat dan Makanaregal yang beredar di wilayah Indonesia. Hal ini
salah satunya dapat dilihat dari perkembangan kegiatan ekspor impor komoditi obat
di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada infografis berikut.
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Menanti Geliat
Industri Farmasi 2019

Produk obat kimia dan obat tradisional selalu berada di atas pertumbuhan
ekonomi dalam 2 tahun terakhir.

AAAFSF&A

Q12017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q12018 Q2 2018
A 5,92% A 6,82% 84% A 6,85%

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

4 17
Para Pelaku < Perusahaan pgrusahaaan Perusah24aan
Industri Farmasi BUMN SWASTA ASING
Ekspor Obat
19.800 17.600 25.770
Ton Ton
(us$572 971 ta) (US$554,92 Juta) (US$546,94 Juta)
Impor Obat
2015 : 2017 : 2018
26.510 26.160 28.720
Ti : Ton : Ton
I 1

(US$652,14 Juta) (US$665,53Juta) (US$715,57 Juta)

Sumber: Kemenperin, GP Farmasi, BPS, diolah. BISNIS/Amri H:

Gambar 1.2 Perkembangan Kegiatan Ekspm'por di Indonesia 2012018

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa seiring dengan tingginya arus
globalisasi dan perdagangan bebas, kegiatan perdagangan sediaan farmasi yang salah
satunya adalah obat menjadi semakin meningRatda tahun 2P1, nilai eksporpada

akhir Desember 2021 mencapai sebesar US$ 22,38 miliarna¢singkat sebesar
35,30%dari akhir tahun 2020Sementara itunilai impor pada akhir Desember 2021
mencapai sebesar US$ 21,36 miliar ataenunjukkan peningkatan sebesér 93%

jika dibandingkan pada akhir tahun 202Qenaikan tersebut tampaknya juga tidak
menutup kemungkinan adanya peningkatan peredaran Obat dan Makanan dari luar
negeri yang masuk ke Indonesfaleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan
terkoordinasi da seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi hal tersebut
agar nilai dan volume ekspor sediaan farmasi meningkat dan lebih unggul
dibandingkan impornya tanpa mengganggu aktivitas perdagangan dan menjaga daya
saing produksi dalam negeri.

. Revolusilndustri 4.0.

Presiden Joko Widodo telah meresmikan program Making Indonesia 4.0 dalam
mengantisipasi kemajuan teknologi yang bergeser pada penggunaan teknologi
informasi danartificial intellegencedalam sisi produksi dan distribusemajuan
teknologi inbrmasi telah mengubah tatanan perilaku perdagangan dari sistem
konvensional yang mengandalkan proses tatap muka antara pembeli dan penjual.
Pasar telah bertransformasi dari bentuk fisik menjadi dunia magaatnya kemajuan
perdaganganonline tersebut juga merupakan respons pelakusaha terhadap
peningkatan permintaandemand masyarakat terhadap prodgkroduk tertentu

yang tidak diproduksi di dalam negeri, termasuk diantaranya proQblat dan
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Makanan Tidak sedikit pelaku usaha yang memanfaatkan grejuini dengan cara
memanfaatkan crossborder ecommerce. Crosshorder ecommercé merupakan
sebuah perdagangan yang mengacu pada transaksi bisnis internasional yang dilakukan
di berbagai negara melalui platforeacommerce Hal ini berdampak padarbukanya

pasar baru yang luas dimana memungkinkan konsumen untuk dapat mengakses dan
mendapatkan informasi seputar produk yang diinginkannya dari negara daik
melalui pengecer ataupun pemasok asiMgnurut dataBadan Pusat Statist(iBPS)

terjadi kenakan persentase pelaku usaha yang menjual produk me@atgmmercé
sebesar6,98% pada tahun 2@&Jika dibandingkan dengan tahun 202

transcosmos's Cross-Border E-Commerce Business

Global
Market

Domestic | gypplier Seller

Warket

) Product
Production Sales Sales Agreement Consumers

Cross-Border E-Commerca

[ Soer Sales Channels ‘

anufact E-Commerce
Manufacture L
anuiaciure Web»s_[[e
Operations Orders
—»
Distribation Local Delvery
Company

- 3
Production @ @ 9
Factory
> % T Bonded Zone |
. Free Trade Zane LA
Warehouse “ 'h : : o 4 ‘-'
I = =\ B >

Warahouse 6 e Free Trade Customs :

Zane Office  :

Gambar 1.3 Simulasi Perdagangan dal@mssBorder eCommercé

Adapun perkiraan pangsa pasanencapai USD 1.508.700 pada tahun 2027
dibandingkan skala pasar pada tahun 2020 sebesar USD 532.710 d&mgaound
Annual Growth Ratesebesar 15,5% dalam kurun waktu 2€2027. Munculnya
pandemi COVH29 menyebabkan tren perdagangan mela&ikass border-€ommere
semakin meningkat dikarenakan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari
sarana konvensional ke medaline Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti aksesibilitas’lkemudahahargayang bersaing serta jangkauan yang
lebih luashingga luar negeri.

112 ¢KA |Fy3a REyYy ¢232 |-Bo@& ddv®niercéich KiBrnagichdl Badléand 2 F / NR a a
902y 2YAO DNZ g (i K Mterhatiohdl JoBnalbfEcaondtmicy/dndFinance, Vol. 13 No. 1212621,

82.

2Badan Pusat Statistik, StatistikGammerce2022,
https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDIXNTg50WUxM2I40WU1MTZjYWE3YTQO0&xz
mn=aHROcHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmIkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjlIvVMTIVMTkvZDIXNTg50WUxM2140WU1M
TZIYWE3YTQOL3NOYXRpc3RpAMNDOW1IcmNILTIwMjluaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMyOwMS
0XOCAXNjoyMjo1MA%3D%3mm. 41

8 https://www.trans-cosmos.co.jp/english/ec/crodsorder.html
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https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDIxNTg5OWUxM2I4OWU1MTZjYWE3YTQ0&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMTIvMTkvZDIxNTg5OWUxM2I4OWU1MTZjYWE3YTQ0L3N0YXRpc3Rpay1lLWNvbW1lcmNlLTIwMjIuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wMS0xOCAxNjoyMjo1MA%3D%3D
https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDIxNTg5OWUxM2I4OWU1MTZjYWE3YTQ0&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMTIvMTkvZDIxNTg5OWUxM2I4OWU1MTZjYWE3YTQ0L3N0YXRpc3Rpay1lLWNvbW1lcmNlLTIwMjIuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wMS0xOCAxNjoyMjo1MA%3D%3D
https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDIxNTg5OWUxM2I4OWU1MTZjYWE3YTQ0&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMTIvMTkvZDIxNTg5OWUxM2I4OWU1MTZjYWE3YTQ0L3N0YXRpc3Rpay1lLWNvbW1lcmNlLTIwMjIuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wMS0xOCAxNjoyMjo1MA%3D%3D
https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZDIxNTg5OWUxM2I4OWU1MTZjYWE3YTQ0&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMTIvMTkvZDIxNTg5OWUxM2I4OWU1MTZjYWE3YTQ0L3N0YXRpc3Rpay1lLWNvbW1lcmNlLTIwMjIuaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wMS0xOCAxNjoyMjo1MA%3D%3D

Dengan demikian, potensi masukn@bat dan Makanarnlegal ke dalam wilayah
Indonesia akan semakin bes&hususnya di wilayah lintas bat&atuk itu,diperlukan
strategi yang tepat agar mampu mencedadredarnyaObat dan Makanailegal di
wilayah lintas batas Indonesidantangan lain yanigarusdihadapiadalah isuSociety

5.0 yang kini menawarkan kemampuan untuk mengintegrasikan ruang fisik dengan
ruang mayaBelum lagi terkait dengastrategikoordinasiantar lintas sétor terkait.

Hal inimengingat adanyperbedaankewenangarantar Kementerian/Lembaga pada
masingmasingfungsi ddam setiap koridojalur lintas batayangdilalui.

c. KerjaSamaDi Antara Aparat Integrated Criminal Justice System
Sistem peradilan pidana terpadu yangmbagi penegakan hukum dalagr(empai)
tahap yakni penyidikan, penuntutapemeriksaan dpengadilaa dan eksekusi yang
manamenuntut Deputi bidang Penindakan memperkuat jejarkegja sama dengan
pemangku kepentingan terkaiMlembangun dan memelihara kotmen bersama
bahwa kejahatarObat dan Makanamerupakan kejahatan kemanusiaan sehingga
kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang memberikan efek jera perlu
terus dilakukan. Penegakaan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna
memberikan kepastia dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi
juga pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing bukan hanya
dalam lingkup domestik melainkan jugdidigkat internasional.

d. Penyalahgunaan ObaDbat Tertentu
Dengan dicanangkannya Aksi Nasional Pemberantasan Obat Illegal dan
Penyalahgunaan Obat oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Oktober 2017 menunjukkan
bahwa Indonesia memiliki permasalahan serius terkait penyalahgunaan obat.
Walaupun kerja sama antara Badan POM dengapolkSian telah berhasil
membongkar produsen dan distributor besar ilegal namun dirasa peredarannya masih
marak ditengah lingkungan masyarakat sehingga disinyalir aktor intelektual dari
kejahatan ini belum tersentuh.Tingginya penyalahgunaan obat di Indeige
ditunjukkan dengan data pada profil penyalahgunaan obat yang menunjukan pada
tahun 2017 terdapat sekitar 1,1 juta penduduk Indonesia pada rentang uméd 10
tahun yang menyalahgunakan obalbat tertentu (data laporan profil
penyalahgunaan obat 201%adaTahun 2020, telaklitemukansebanyaks22 kasus
tindak pidana dengantaksiran nilai ekonomibarang bukti berkisar Rp.
7.200.000.000,00 (Tujuh miliar dua ratus juta rupiabgbih lanjut pada 21,
intensifikasi penindakan yang dilakukan oleh Badan P@Matu bersama fitas
sektor terus dilakukan meskipun dalam keadaan pandemic yang mana diperoleh
sebanyaksebanyak?87 kasus tindak pidandengan taksiran nilai ekonomi barang
bukti berkisarRp 1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiahHal ni
menunjukan bahwa permasalahaperedaran obabbat tertentu secara ilegal
sekaligus penyalahgunaannya masih menjadi tantangan besag perlu dihadapi
oleh Badan POM.
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Dengan adanya peran intelijen yang lebih baik diharapdeatepanjaringan ini dapat
terungkap dan diberantas hingga alatarnya. Penyesuaian regulasi disertai kerja
sama dan komitmen yang lebih erat antara Badan POM dengan pemangku
kepentingan lain menjadi poin penting keberhasilan pemberatasan peredaran obat
ilegal termasuk penyalahguaa obat bukan hanya dari sisi penindakan melainkan
juga dari sisi pencegahan dan pengawasan.

e. Hasil Analisa SWOT
Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputi Bidang Penindakan,
maka digunakan analisa SWOT untuk mengidentifikasi permasalateanal dan
eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan
periode 20262024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati
yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal tetaliri
kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman.
Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada swsin@ber organisasi aspek
kekuatan ¢trength), kelemahanweaknes¥ peluang gpportunitieg dan tantangan
(threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk
merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai
pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan interhadalah suatu keadaan yang berasal dari dalam
komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi
tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat
ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatsmefgth) pada Deputi Bidang
Penindakan, lebih lanjut hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun
internal dirangkum dalam Tabelllberikut:

KEKUATAN KELEMAHAN
- SDM dengan latar belakang multi disiplin | - Payung hukum penindakan pelanggara
ilmu bidangObat dan Makanabelum
- Dukungan anggaran yang cukup maksimal terutama di dunia siber.
- SertifikatlISO 9001:2015 - Kompetensi PPN$etugas intelijen
- Komitmen pimpinan dan seluruh ASN BP( serta petugas sibdselumoptimal
menerapkan RB dengan kondisi yang diharapkan.

- Penguatan Badan POM dengan adanya | - Jumlah PPN®etugas intelijenserta
Perpres N0.80 tahun 2017 tentang Badan| petugas sibebelum sebanding dengan

POM, Inpres No.3 tahun 2017 tentang cakupan wilayah kerjanya.
Peningkatan Efektivitas Pengawa$aipat - Terbatasnya sarana dan prasarana bai
dan Makanardan PerBPOM NolZTahun pendukung maupun utama

2020 tentang StrukturOrganisasilan Tata | - Dukungan sistem IT dalaoidang
KerjaBPOM meliputi fungsi Cegah Tangka penindakan masih kurang

Intelijen, Penyidikan, dan Siber. - Kewenangan PPNS yang masih
bersifatlimitative
PELUANG TANTANGAN
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- Terbukanya kerja sama dalam tataran - Tren kejahatan bidan@bat dan

regional maupun internasional terkait Makanansemakin meningkat.
penegakan hukum di bidar@bat dan - Modus dan motif kejahatan bidar@bat
Makanan dan Makanarsemakin bervariasi.

- Terbentuknya komitmen dan terjalinnya | - Perubahan pola hidup masyarakat dala

kerja sama dengan pemangku kepentingal  lingkup sosial dan ekonomi.
terkait sebagai bentukharing responsibility| - Globalisasi dan perdagangan bebas
- Kesadaran masyarakat ak@itat dan - Revolusi industri 4.0
Makananaman semakin meningkat sehing{ - Ancaman atas tindakgmenegakan
bisa membantu dalampemberian informasi hukum yang dilakukan oleh PPNS
dandeteksi dini kejahatan di bidar@bat
dan Makanan
- Pengembangan sistem aplikasi yang mam
melakukan pengawasan penjual@at dan
Makananillegal secara efektif pada media
daring
- Perkuatan kerja sama lintas sektor
(Kementerian/Lembaga lain, perusahaan
jasa pengiriman, dae-commerce)
Tabel 1.1 Analisis SWOT

Berdasarkan hasinalisisSWOT di atas, Deputi Bidang Penindakanlu untuk
mewujudkan visi damisiBadan POMdanarah kebijakarDeputi Bidang Penindakan
periode 20262024 dengan memanfaatkan peluang/kesempatan yang
menguntungkan bagi Deputi Bidang Penindakan. Perumusan strategi diperoleh
melalui kombinasi elemeB,W, O, dan T sehingga menghasilkan kombinasi strategi
yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab 3. Strategi tersebut digetakan dalam proses
perencanaan strategis yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
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2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Kinerja pada tahun 2a#isusun mengacu pada dukumeokumen yang
terkait dengarnperencanaan, termasuk didalamnya meliputi dokumen rencana strategis
(Renstra) BPOM tahun 202024 dan rencana strategis (Renstra) Deputi Bidang
Penindakan tahun 202R024 serta mengacu pula pada capaian kinerja tahi29-2021.

Rencana Strategis BPOM meakan sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (5
tahun) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi BPOM yang disusun dengan
menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengsiondk Oleh karena itu
penyusunan rencana strategis Deputi Bidang Penindakan mengacu sekaligus mendukung
Renstra BPOM.

Deputi Bidang Penindakan telah menetapkan RdaisReviu Renstra melalueldutusan
Deputi Bidang Penindakan NomBR.01.02.6.61.12.2298 Tahun 2021 tentang Reviu
Rencana tgategis DeputiBidangPenindakarmmahun2020-2024

2.1.1 Visi
Sejalan dengawisi dan misi pembangunan dalam RPIJMN 22224, maka BPOM
telah menetapkan VisidglanPOM 20262024 yaitu:Obat dan Makanamaman,
bermutu, danberdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royojsi BPOM disusun
sesuai dengan Visi Presiden Rl 22924 yaituindonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian berlandaskayotong royong. Lebih lanjut, Visi

Deputi Bidang Penindakan adalasama atau mengadopsi sepenuhnya dari Visi

Badan POM. Adapun visi tersebut dijabarkan dalam Keputusan Deputi Bidang

Penindakan Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana

Strategis Deputi Bidang Penindakan Tahun 2@R@4, yaitu:

1) Deputi Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap Obat dan
Makanan ilegal sehingg®bat dan Makananyang beredar memenuhi
aspek legalitas berupa pemenuhan izin edar dan syarat keamkihasiat dan
mutu berdasarkan standar yang ditetapkan;

2) Deputi Bidang Penindakan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku
usaha Obat dan Makananilegal yang memiliki niat jahat sehingga
memberikan kepastian hukum kepada pelaku uséiiat dan Makanaregal
dalam rangka meningkatkan daya saing
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2.1.2 Misi

Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung \asiaBPOM 202e2024

adalah:

1) Membangun SDM unggul terk&tbat dan Makanadengan mengembangkan
kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rampgangkatan
kualitas manusia Indonesia.

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia us&iaat dan Makanan
dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur
ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

3) Meningkatkan &ktivitas pengawasa@bat dan Makanansertapenindakan
kejahatanObat dan Makanamnelalui sinergi pemerintah pusat dan daerah
dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga.

4) Pengelolaan emerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk
memberikan pelayanan publik yang prima di bid&igat dan Makanan

Lebih lanjut dari misi &lanPOM tersebut, yang sesuai dengan Deputi Bidang

Penindakan adalah pada misi 3 (tiga) dan 4 (engeipgai berikut:

1) Meningkatkan efektivitas pengawas&®bat dan Makanarserta penindakan
kejahatanObat dan Makanamelalui sinergi pemerintah pusat dan daerah
dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan
memberikan rasa amanpada seluruh warga dengan mendahulukan
pembinaan kepada pelaku usaha serta menjadikan penindakan dan penegakan
hukum sebagai upaya akhul{imum remediuny;

2) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk
memberikan pelayanan publik yg prima di bidan@bat dan Makanan

2.1.3 Tujuan

Dengan mengacu pada tujuan pengawaSdrat dan MakanaBadanPOM yang

akan dicapai dalam kurun waktu 262024, berikut adalah tujuan Deputi Bidang

Penindakan yang sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi D&pdding

Penindakan:

1) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku us@heat dan Makanamelalui
upaya penindakan terhadap pelaku usat@bat dan Makananilegal
yang memiliki niat jahat

2) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatahat dan Makanan
melalui penegakan hukum berasaskértimum remediun);

3) Terwujudnya kelembagaan DepuBlidang Penindakan yang kredibel dan
akuntabel dalam memberikarpelayanan yang prima kaitannydengan
pencegahan dan penegakankum kejahatan di bidan@bat dan Makanan
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4) Meningkahya kapasitas darkapabilitas SDM Deputi Bidarngenindakan
kaitannya dengapencegahan kejahatan di bida@pat dan Makanan

VisI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong

l

Tujuan 1
Terwujudnya kepastian hukum
bagi pelaku usaha Obat dan
Makanan melalui upaya
penindakan terhadap pelaku
usaha Obat dan Makanan
ilegal yang memiliki niat jahat;

Tujuan 2
Terwujudnya perlindungan
masyarakat dari kejahatan
Obat dan Makanan melalui

penegakan hukum
berasaskan (ultimum
remediuim);

Tujuan 3
Terwujudnya kelembagaan
Deputi Bidang Penindakan
yang kredibel dan akuntabel

dalam memberikan pelayanan
yang prima kaitannya dengan
pencegahan dan penegakan
hukum kejahatan di bidang
Obat dan Makanan.

Tujuan 2
Meningkatnya kapasitas dan
kapabilitas SDM Deputi
Bidang Penindakan kaitannya
dengan pencegahan
kejahatan di bidang Obat dan
Makanan

Gambar 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Deputi Bidang Penindakan 2zt

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkesn dan misi yang ingin dicapai BPOM
dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta

infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2024)

ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis selvagaima

tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut

PETA STRATEGI LEVEL 0 BPOM 2020-2024 (Tetap)

Makanan yarg aman dan bermutu

K88 2:
1. Indeks kepatuhan (compliance index) peizku usaha di bidang Obat dan
Makanan

2 Indsks kesadaran mesyarakat {awareness index) terhadap Obat dan

IKSS 1

1. Indeks Pengawason Obat dan Mokanan
2 Persentase Obe yang memenuh syarai,
3. Persentce Makznan yan gvem.m i Syt

54 Meningkatnya kualitas kebijakan 888 Meningkatnya efekiivitas SS6. Meningkatnya efektivitas.
pengawasan Obat dan Makanan o R e ] penegakan hukum terhadap
bidang Obat dan Makanan kejahatan Obatdan Makanan
sS4 . IKSS6:
Qe 1o PEGRNE Per dinyatzken
dan hlakanan 2 bersalch
pengmeesm,
3 Fe fomend O
crims slaaw
4. Tinghat
5 Indeks W w Chedon Makansn
L)
s mw::‘nh: :D oot §59.Terwujudnya SDM yang 8510. Menguainya laboratorium, analisis/kajian
inerja opti serta penerapan e-government dalam
K55 &
IKSS 8 K5 10
R | R 1. Indeks SPEEBPOM
3. Persentass kerjasama yang sfektf Persaniase SOM BPOM yang memenhi 2 Persentase pq..mmbrmmm Obat dan
stondr kompetensi Hekanan ithadap. mampuen Pengijan
3 Pﬁse fase rsemms 20 Obat den Makanan yarg
menfaatian

SS7. Meningkatnya regufatory
assistance dalam pengembangan
Obat dan Makanan

IK3S 7
1. Persentase inovasi Obat dan Makenan yang
dikaura sosus sandar
2. Perseniase UMKM yang meneraplan standar
keamanan dan muta produksi Obat Trediional,
Kosmeth, dan Makanan

P
3511 Terkelolanya Keuangan
IKSS 11

| } G o w0u

Gambar 2.2 Peta Strategi Level 0 BPOM Tahun 22221
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Sasaran Strategis BPOM 2124 dipetakan dengan menggunakan pendekatan
Balance ScorecardBSC) dengan menggunakan 3 (tiga) perspektif, yaitu
Stakeholder/Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning and
Growth Perspective

Deputi Bidang Penindakan merupakan unit teknis BPOM yang bertanggung jawab
GSNKIRFLI LISYOIF LI ALY alakrNry adNrdS3ra c
terhadap kejahatar©Obat dan Makanagang dituangkan dalam peta strategi BSC

level 1 Deputi Bidang Penindakan.

PETA STRATEGI LEVEL 1 DEPUTI BIDANG PENINDAKAN 2020-2024
2 Y SP1. Meningkatnya Penegakan IKSP1:
§ = Hukum Kejahatan Obat dan putusan ilan yang dil
E 5 Makanan yang Efektif bersalah
x
£
4y . e »
£ $P2. Terwujudnya Upaya Cegah SP3. Hasil intelijen SP4. Meningkatnya SP5. Rekomendasi
,;H, Tangkal Kejahatan Obat dan Obat dan Mak§nan efektivitas penindakan Obat Analisis Siber di Bidang
& Makanan yang Efektif yang berkualitas S Mukeona Obat dan Makanan
2
8 IKSP2: . IKSP 3: IKSP 4 : IKSP 5 : _ o
& Persentase rekomendas! cegah tangkal Persentase rekomendasi intelijen Obat dan F i i Persentase Rekomendasi Analisis Siber
g kejahatan Obat dan Makanan yang Makanan yang berkualitas kejahatan Obat dan Makanan di bidang Obat dan Makanan yang
£
CEGAH TANGKAL INTELIJEN PENYIDIKAN SIBER
E SP6. Terwujudnya Tata Kelola i SP8. Menguatnya pengelolaan
g8 Pemerintafjnn Dye ti Bidan, SET- Tennulaioys S data dan informasi pengawasan SP9. Terkelolanya Keuangan
§ 8 Penindakan yan:uoptimal 7 peputt : I?:."n F_enlnd_aan Obat dan Makanan di Deputi Deputi Bidang Penindakan
e § Y208 berkineria optins Bidang Penindakan secara Akuntabel
g8
E (" kspe { IKSP 7- | 5P . KSP
: B . Indeks profesionalitas ASN Deputi Indeks pengelolaan data dan informasi 1. Nilai kinerja anggaran Deputi
1. Indeks RB Deputi Bidang Penindakan Bidang Peni G i3 B % 8
ilai i Bil i g Penindakan di Deputi Bidang Penindakan yang Bidang Penindakan
2. Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan optimal 2/ Thokat Efsloel penginesn
anggaran Deputi Bidang Perindakan

Gambar 2.3 Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Penindakan TahunZI20

PERSPEKT] SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
Stakeholdery SP1 | Meningkatnya Penegaka IK® | Persentase putusan
Hukum KejahatanObat dan| 1 pengadilan yang dinyataka

Makananyang efektif bersalah
Internal P2 | Terwujudnya Upaya Cegah IK® | Persentase rekomendasi
Process Tangkal Kejahata@bat dan 2 cegahtangkal kejahatan
Makanan Obat dan Makanagang

ditindaklanjuti
F3 | Hasil intelijen Obat dan| IK® | Persentase rekomendasi

Makananyang berkualitas 3 intelijen Obat dan Makanan
yang berkualitas
F4 | Meningkatnya efektivitag IKF | Persentase keberhasilan
penindakan  Obat dan| 4 penindakan kejahata@bat
Makanan dan Makanan
5 | Rekomendasi Analisis Siber| IK® | Persentase Rekomendasi
Bidang Obat yang| 5 Analisis Siber di bidang
Dimanfaatkan Obat dan Makanagang
dimanfaatkan
22
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PERSPEKT SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
Learning | 6 | Terwujudnya tata kelolg IK$ | Indeks RB Deputi Bidang
and pemerintahan Deputi Bidan| 6 Penindakan
Growth Penindakan yang optimal

IK® | Nilai AKIPDeputi Bidang
7 Penindakan

F7 | Terwujudnya SDM Depu| IKP | IndeksProfesionalitadASN
Bidang Penindakan yarl 8 Deputi Bidang Penindakan
berkinerja optimal
F8 | Menguatnyapengelolaardata | IK® | Indeks Pengelolaan Data
dan informasi pengawasa 9 dan Informasi Deputi Bidan
Obat dan Makanardi Deputi Penindakan yang optimal
Bidang Penindakan
P9 |TerkelolanyaKeuanganDeputi | IK® | Nilai Kinerja Anggaran
Bidang Penindakan secara| 10 | Deputi Bidang Penindakan
Akuntabel

IK® | Tingkat Efisiensi

11 | Penggunaan Anggaran
Deputi Bidang Penindakan
Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Level 1 Deputi BidRergndakan

2.1.5 Arah Kebijakan Deputi Bidang Penindakan

Arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Penindakan pada 2020

2024 adalah sebagai berikut.

1) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk
peningkatan cakupadan kualitagpenyidikan dengamengedepankan upaya
pencegahan terjadinyaperbuatan pidanaObat dan Makananmelalui:
peningkatankemampuanmonitoring peredaranObat dan Makanarilegal
secaraonlinedanoffline serta percepatampenyelesaian perkara.

2) Peningkatanpemahaman kesadaran,dan peran sertamasyarakat dalam
pengawasai®bat dan Makanamelalui:peningkatarpenggalangan dukungan
stakeholdetterkait dalamrangka pembinaan dapencegahan kejahateObat
dan Makanan

3) Peningkatan kualitas SDM Deputi Bidang Penindakan dan pemangku
kepentingan, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan diDeputi Bidang
Penindakan melalupeningkatan kapasitapetugas analispetugas intelijen
danPPNS.

2.1.6 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokn pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam
mewujudkan suatu capaian kinerja progam dari sumber daya yang tersedia
melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan
pencapaia yang berupa hasil kegiataougput) maupun manfaafoutcome).
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Perjanjian Kinerja (PK) tahun Z@nggall3 Februari 2023nerupakan bagian

dari dokumen yang ditetapkan guna mewujudkan sasaran program Deputi Bidang
Penindakan yaitu Menurunnya KejahatdnbidangObat dan MakananDasar
untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 33tlalah Rencana Kinerja Tahunan 202
dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIB»a2@2
telah disahkan. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan tabeBha@lalah
sebagai berikut

Kode
IKSP
Stakeholder Perspective
1. | Meningkatnya  Penegakal IKSP 1| Persentase putusan pengadils 53%
Hukum KejahatarObat dan yang dinyatakan bersalah
Makananyang efektif

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Internal Process Perspective
2 | Terwujudnya Upaya Cegq IKSP 2| Persentase rekomendasi cegi 88%

Tangkal Kejahata@bat dan tangkal kejahatan Obat dan
Makanan Makananyang ditindaklanjuti

3 | Hasil Intelijen Obat dan| IKSP 3| Persentase rekomendasi| 83%
Makananyang berkualitas inteljen Obat dan Makanar

yang berkualitas

4. | Meningkatnya efektivitag IKSP 4| Persentase Keberhasilg 77%
penindakan Obat  dan Penindakan Kejahata@bat dan
Makanan Makanan

5. | Rekomendasi Analis8ber di| IKSP 5| Persentase Rekomendas| 85%
Bidang Obat dan Makanar AnalisisSiber di Bidan@bat dan
yangDimanfaatkan Makanan

yang Dimanfaatkan
Learning and Growth Perspective
6. | Terwujudnya tata kelolg IKSF | Indeks RB Deputi Bidang 78,4

pemerintahan Deputi Bidan Penindakan
Penindakan yang efektif IKSP | Nilai AKIP Deputi Bidar| 84,7
Penindakan
7. | Terwujudnya SDM Depu| IKSRB | Indeks Profesionalitas AS 85,48
Bidang Penindakan vyar Deputi Bidang Penindakan

berkinerja optimal
8. | Menguatnya  pengelolaal IKSP® | Indeks pengelolaan data dg 2,5

data dan informas informasi  Unit Kerja Depul
pengawasan Obat dan Bidang Penindakan yang optim
Makanan di Deputi Bidang

Penindakan

9. | Terkelolanya Keuanga IKSP | Nilai Kinerja Anggararbeputi| 94,8
Deputi Bidang Penindakg 10 Bidang Penindakan

secara Akuntabel IKSP | Tingkat Efisiensi Penggunaj 91
11 Anggaran Deputi Bidan
Penindakan

Tabel 2.2Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan Tahun 2€#hggall3 Februar2023
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2.1.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Rencana Aksi Perjanjidinerja (RAPK) merupakan langkahgkah operasional
yang disusun secara terpadu dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator
Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja,
target serta realisasi per triwulan untuk satu tahsecara terkoordinasi untuk
melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan.

NO SASARAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
PROGRAM KINERJA BO3 | BO6 | B09 | Bi12 (RUPIAH
1) 2) 3) (4) (©) (6) (1) (8)
1 | Meningkatnya Persentase putusar] 5% 16% | 30% | 53% 1.203.800.000
Penegakan Hukum| pengadilan yang
KejahatarObat dan| dinyatakan
Makanan yang bersalah
efektif
2 | Terwujudnya Persentase 88% | 88% | 88% | 88% 8.053.137.000
Upaya Cegah rekomendasi cegah
Tangkal Kejahatan | tangkal kejahatan
Obat dan Makanan| Obat dan Makanan
yangditindaklanjuti
3 | Hasil intelijen Obat | Persentase 83% | 83% | 83% | 83% 12.147.572.000
dan Makanan yang| rekomendasi
berkualitas intelijen Obat dan
Makanan yang
berkualitas
4 | Meningkatnya Persentase 14% | 35% | 56% | 77% 3.565.700.000
Efektivitas Keberhasilan
Penindakan Obat | Penindakan
dan Makanan Kejahatan Obat dar
Makanan
5. | Rekomendasi Persentase 85% | 85% | 85% | 85% 18.165.654.500
Analisis Rekomendasi
Siber di Bidang Analisis
Obat dan Makanan| Siber di Bidang
yang Dimanfaatkan| Obat dan Makanan
yang Dimanfaatkan
6. | Terwujudnya Tata | Indeks RB Deputi 78,4 1.242.130.500
Kelola Bidang Penindakan - - -
Pemerintahan
Deputi Bidang Nilai AKIP Deputi 84,7 962.114.500
Penindakan yang | Bidang Penindakan - - -
Efektif
7. | Terwujudnya SDM | Indeks 85,48 3.446.991.500
DeputiBidang ProfesionalitasASN
Penindakan yang | Deputi Bidang i i i
Berkinerja Optimal | Penindakan
8. | Menguatnya Indekspengelolaan | 2,5 2,5 2,5 2,5 643.542.000
Pengelolaan Data | data daninformasi
dan informasi di Deputi Bidang
pengawasan Obat | Penindakaryang
dan Makanan di optimal
Deputi Bidang
Penindakan
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NO SASARAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
PROGRAM KINERJA BO3 | BO6 | B09 | B12 (RUPIAH
1) 2) 3) 4) (©) (6) (1) (8)
9. | Terkelolanya Nilai Kinerja 10 35 65 | 94,80 1.655.451.000
KeuangarDeputi Anggaran Deputi
Bidang Penindakan| Bidang Penindakan
secara Akuntabel | Tingkat Efisiensi 86 86 88 91 4.451.147.000
Penggunaan
Anggaran Deputi
Bidang Penindakan
Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakan 202

Perjanjian kinerja ini disusun untuk dapat memantau dan mengendalikan
pencapaian kinerja organisasnelaporkancapaian realisasi kinerja dan menilai
keberhasilan organisasi. Pemantauan dan pengendalian capaian rencana aksi
perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan yang capayarakandijadikan
masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengakura
pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Penetapan Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Deputi Bidang Penindakan Deputi BidaPenindakan telah mengacu pada
Rencana Strategis Deputi Bidang Penindakan-202d yang ditetapkan pada 26

Mei 2020yang telah direviu berdasarkafeputusan Deputi Bidang Penindakan
Nomor PR.01.02.6.61.12.21.298 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategi
Deputi Bidang Penindakan Tahun 202024

2.2 PAGU ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
Dalam rangka mewujudkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja
Deputi Bidang Penindakan tahun Z20Deputi Bidang Penindakan mendapat dukungan
anggaran dari APBN sebed#5.537.240.000 yang digunakan untuk melaksanakén
(sembilarn) kegiatan utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerfja 202
Dari total anggaran Deputi Bidang Penindakan tersebotian untuk masingnasing
direktoratadalah sebagai berikut:

ly33l NGy

2k P YA U 6 wdzLJA | K
M [5ANBlLG2NI G / S3FK ¢y 27.829.815.000
H |S5ANBlLG2NI G LYyGStAzcSy 7.945.762.000
0o [GANBlU2NI GOt BYRARKARL 8.089.254.000
n |[5ANB1 G2Ma GG {RI6YSNAF { | MM®PCTHO®D
¢the! [ 55.537.240.000

Tabel 2.4 Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Penindakan Tahus 202
Lebih lanjut untuk rincian anggaran per sasaran program telah tercantum dalam rencana
aksi perjanjian kinerja (RAP2023
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2.3 PENCAPAIAN INDIKATSRSARAN
Perhitungan capaian indikator dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan
realisasi sebagaimana rumus di bawabh ini:

% Capaian = —— x 100%

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran prquggacapaian sasaran
ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program
yang memiliki lebih dari 1 (satindicator maka diberikan pembobotan untuk masing
masing indikator. Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalghi $evekut:

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {(bobot x %capaian) 1 + (bobot x
%capaian) 2+8 8 aj AT AT O @/nP AA

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran stratetigginakan Kkriteria
berdasarkan capaiamdicator yaitu perbandingan antaréarget dan realisasi. Kriteria
pencapaian indikator sasaran adalah sebagai berikut.

Kesimpulan
Efektivitas

Capaian Keterangan

Tidak dapat disimpulkan
MAE: FE

Belum Memenuhi Ekspektasi | Kurang Efektif

< 80%

Tabel 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran Program

27
Laporan Kinerja Interim  Triwulan I Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023



BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Hasil Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Penindakan Triwulan | Tahun 2023

3.1.1. Capaian Kinerja dan Realisasi AnggararORgput

. Volume Anggaran
No. P K —— . — -
° rogram/Kegiatan/Output Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian
(a) (b) (©) (d) (e)=(d)/(c) ® (@) (h) =(g) / (f) x 100
x 100
1 Rekomendasi cegah tangkal kejahat 28 5 17,86% 9.860.330.000 2.115.713.936 21,46%
Obatdan Makanan
Sarana Penindakan Obat dan 26 1 3,85% 531.442.000 13.789.000 2,59%
Makanan
Perangkat Pengolah data dan 154 36 23,38% 17.438.043.000 1.862.422.500 10,68%
komunikasi
2 Dokumen Monitoring Intelijei®bat 20 3 15% 6.167.622.000 1.687.469.938 27,36%
danMakanan
Rekomendasi Intelijen Obat dan 26 5 19% 1.778.140.000 222.252.993 12,50%
Makananyang Berkualitas
3 Penyidikan Tindak Pidana di Bidang 7 - - 8.089.254.000 2.606.677.265 32,22%
Obat danMakanan
4 Pemantauan Pelanggaran Hukum d 23 4 17,3%% 11.672.409.000 2.434.943.814 20,99
BidangPeredaran Obat dan Makana
melalui Siber
PAGU DEPUTI 4 55.537.240.000 10.943.269.446 19,70%

Tabel3.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output

Laporan Kinerja Interim  Triwulan | Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023
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3.1.2. Capaian Kinerja dan Realisasi AnggararBSpsaran Strategis Triwulan |

Laporan Kinerja Interim  Triwulan | Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023

Nama Indikator Volume Anggaran per Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis TargetRealisag Capaian Pagu (Rp) | Realisasi (Rp| Capaian
TWiL (%) (%)
(a) (b) (©) (d) e | h=(e)/ (@) (h) ) =(h)/
(d)x 100 (g)x 100
1. |MeningkatnyaPenegakaHukum Persentasgutusarpengadilan 5% - - 1.203.800.000f 509.375.807| 42,31%
KejahatarObatdanMakananyang yanglinyatakanbersalah
efektif
2. |Terwujudnyaupayacegah tangkal | Persentaseekomendasicegah 88% 20% | 22,73%| 7.611.967.00(¢ 1.458.853.32] 19,17%
kejahatanObat dan Makanagjang |tangkalkejahatar©batdan
efektif Makananyangditindaklanjuti
3. |Hasilintelijen ObatdanMakanan Persentaseekomendasi 83% 50% | 60,24% | 6.706.204.00( 1.358.049.99] 20,25%
yarg berkualitas intelijenObat dan Makanan
yangberkualitas
4. |Meningkatnyaefektivitagpenindakan | Persentaséeberhasilan 14% | 21,884 156,140| 2.300.632.00( 277.28365% | 12,05
ObatdanMakanan penindakarkejahatanOba dan
Makanan
5. |Rekomendasinaliss Siberdi Bidang | Persentasd&rekomendasi 85% | 80,124 9428% | 8.854.055.00( 1.255.045789| 14,176
ObatdanMakanan AnalisisSibe di bidangObatdan
Makananyangdimanfaatkan
6. | TerwujudnyarataKelola IndeksRBDeputiBidang 0 Akhir Akhir 625.206.500| 355.724.491 | 56,90%
PemerintaharDeputiBidang Penindakan Tahun  Tahun
7. |PenindakaryangOptimal Nilai AKIPDeputiBidang 0 Akhir Akhir 625.206.500| 355.724.491 | 56,90%
Penindakan Tahun  Tahun
8. | TerwujudnyaSDMDeputiBidang IndeksProfesionalitasASN 0 Akhir Akhir 3.290.422.00( 1.228.110.20( 37,326
PenindakaryangBerkinerjaOptimd | DeputiBidangPenindakan Tahun Tahun
9. [MenguatnyaPengelolaarDatadan | IndeksPengelolaabatadan 2.50 2.75 110% | 18.079.165.00 2.188.458832| 12,100
InformasiPengawasa@batdan InformasiDeputiBidang
Makanandi Depui Bidang PenindakaryandgOptimal
Penindakan
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Nama Indikator Volume Anggaran per Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis TargetRealisag Capaian Pagu (Rp) | Realisasi (Rp| Capaian
™wi (%) (%)
(a) (b) (©) (d) € | O=(e)/ (9 (h) i) =M)/
(d)x100 (g)x 100
10| Terkelolany&KeuangarDepulti NilaiKinerjaAnggararDepui 10 55.99| 559,90% 3.120.291.00( 978320933 | 31,3%%
Bidarg Penindakarsecan Akuntabel | BidangPenindakan
11 TingkatEfisiendPenggunaan 86 75 87,2% | 3.120.291.00¢ 978320933 | 31,3%%
AnggararDeputiBidang
Penindakan
55.537.240.000 10.943.269.44 19,70%

Tabel3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan |

3.1.3. Matriks CapaiafRKP Deputi Bidang Penindakan Triwulan | Tahun 2023

Realisasi s.d Triwulan (Periode Januari 2023 s.d Maret 2023)

% % Hambatan Rencana Tindak

Program/Kegiatan/Sasaran Indikator Target| Satuan| Target| Pembilan | Penyebut| Realisasi| Capaian Capaian Lanjut

TW 1 dibanding | disbanding
target TW | terhadap
1 Target
Tahunan
@) (b) (c) (d) (e) ® @ (h) (i) (k) L (M)

SK1| Meningkatnya Persentasgutusan 53 % 5% 10 - Pelaporan putusan | Sampai dengan
Penegakatiukum pengadilaryang pengadilan pada triwulan | tahun 2023,
KejahatarObatdan dinyatakanbersalah pelaporan PPNS Badan POM teld
Makananyangefektif kemajuan perkara | menindaklanjuti

masih
menggunakan fitur
manual

dugaan pelanggaran di
bidang Obat dan
Makanan dengan pro
Justitia sebanyak1
perkara. Adapun
sebanyak 42% masih
dalam tahap SPDP, 39
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Program/Kegiatan/Sasaran

Indikator

Target

Satuan

Realisasi s.d Triwulan (Periode Januari 2023 s.d Maret 2023)

Target
TW 1

Pembilan

Penyebut

Realisasi

%
Capaian
dibanding
target TW
1

%
Capaian
disbanding
terhadap
Target
Tahunan

Hambatan

Rencana Tindak
Lanjut

(@)

(b)

(©

(d)

()

®

(9)

(h)

()

(k)

(L)

(M)

pada tahap I, P21
sebesar 6%, dan
13% perkara pada
tahap Il, dan diantara
10 perkara tersebut
masih dalam proses
persidangan, belum
mendapat putusan
pengadilan.

Adapun rencana tindak|
lanjut untuk mencapai
indikator ini adalah
dengan melaksanakan
upaya bantuan teknis
dan taktis kepada UPT
Badan POM yang
memerlukan.

SK2

Terwujudnyaupaya
cegahtangkalkejahatan
Obatdan Makananyang
efektif

Persentase

rekomendadcegah
tangkal kejahatan
ObatdanMakanan
yangditindaklanjuti

88

%

88%

20%

22,73%

22,73%

Terdapat 4
rekomendasi yang
selesai pada akhir
maret 2023, sehinggg
belum bisa diTL padg
bulanberjalan

Memantau secara
berkala terkait tindak
lanjut rekomendasi
oleh unit/stakeholders
terkait

SK3

Hasil intelijen Obat dan
Makananyang
berkualitas

Persentase

rekomendasintelijen
Obat dan Makanan

yangberkualitas

83

%

83

50,00%

60,24%

60,24%

Dari 5 rekomendasi
intelijen yang
dihasilkan sampai
bulan Maret belum
semua dilakukan

Melakukan koordinasi
dengan unit penerima
rekomendasi agar
segera melakukan
penilaian terhadap
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Realisasi s.d Triwulan (Periode Januari 2023 s.d Maret 2023)

% % Hambatan Rencana Tindak
Program/Kegiatan/Sasaran Indikator Target| Satuan| Target | Pembilan | Penyebut| Realisasi Capaian Capaian Lanjut
TW 1 dibanding | disbanding
target TW | terhadap
1 Target
Tahunan
@) (b) (©) (d) (e) ® () (h) (i) (k) L) (M)
penilaian oleh unit rekomendasi intelijen
penerima yangtelah
rekomendasi ditindaklanjuti
SK4| Meningkatnya Persentase 77 % 14 - - 21,86% 156,14% | 23% - Melaksanakan
efektivitagpenindakan keberhasilan koordinasi dengan
ObatdanMakanan penindakarkejahatan KanwilKementerian
ObatdanMakanan Hukum dan HAM
masing masing
wilayah UPT untuk
percepatan sumpah
calon PPNS yang telah
menyelesaikan
pendidikan dan
pelatihan tahun 2023
agar dapat segera aktifi
berkontribusi sebagai
PPNS Badan POM
SK5| Rekomendaghnalisis Persentase 85 % 85 - - 94,28% 94,28% 94,28% I. Pelaporan I. Mengusulkan
SiberdiBidangObat dan | Rekomendashnalisis hasil patroli agar aplikasi
Makanan Siberdi bidang Obat siber dari UPT simpanpom
danMakananyang Badan POM dapat memiliki
dimanfaatkan masih fitur notifikasi
menggunakan dan melakukan
cara manual pengembangan
melalui aplikas
aplikasi dashboard
Srikandi atau penindakan aga
simpanpom UPT Badan POM
32
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Realisasi s.d Triwulan (Periode Januari 2023 s.d Maret 2023)

kejahatan obat

% % Hambatan Rencana Tindak
Program/Kegiatan/Sasaran Indikator Target| Satuan| Target | Pembilan | Penyebut| Realisasi Capaian Capaian Lanjut
TW 1 dibanding | disbanding
target TW | terhadap
1 Target
Tahunan
@) (b) (©) (d) (e) ® () (h) (i) (k) L) (M)
dan masih dapat langsung
ditemukannya mengunggah
ketidaksamaan laporan hasil
format patroli siber yang
pelaporan; diperoleh;

Il. Masih II. Mengusulkan
dibutuhkannya adanya proses
perbaikan integrasi data
dalam hal hasil profiling
pelaporan atau penjejakan
hasil profiling digital terhadap
atau kejahatan obat
penjejakan dan makanan
digital melalui
terhadap pengembangan
pelaku modul pelaporan

dalam aplikasi
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Realisasi s.d Triwulan (Periode Januari 2023 s.d Maret 2023)
% % Hambatan Rencana Tindak
Program/Kegiatan/Sasaran Indikator Target| Satuan| Target | Pembilan | Penyebut| Realisasi Capaian Capaian Lanjut

TW 1 dibanding | disbanding

target TW | terhadap
1 Target

Tahunan

@) (b) (©) (d) (e) ® () (h) (i) (k) L) (M)

I1l. Masih belum Ill. Mengusulkan
memadainya penambahan
peralatan yang laptop dengan
mendukung spesifikasi tinggi
kegiatan guna
digital forensik mempercepat
dan belum waktu akuisisi
meratanya data dan
kompetensi recovery data
pegawai siber dan
terkait dengan mengusulkan
digital forensik pelaksanaan

kegiatan
peningkatan
kompetensi
secara merata
kepada pegawai
siber
SK6| TerwujudnyaTataKelola | Indeks RB Deputi 78.4 Indeks - Akhir Akhir
PemerintaharDeputi BidangPenindakan Tahun Tahun
BidangPenindakaryang
Optimal Nilai AKIP Deputi 84.7 | Indeks - Akhir Akhir
BidangPenindakan Tahun Tahun
SK7| Terwujudnya SDM IndeksProfesionalitas | 85.48 | Indeks - Akhir Akhir
DeputiBidang ASNDeputiBidang Tahun Tahun
Penindakaryang Penindakan
BerkinerjaOptimal
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Realisasi s.d Triwulan (Periode Januari 2023 s.d Maret 2023)

% % Hambatan Rencana Tindak
Program/Kegiatan/Sasaran Indikator Target| Satuan| Target | Pembilan | Penyebut| Realisasi Capaian Capaian Lanjut
TW 1 dibanding | disbanding
target TW | terhadap
1 Target
Tahunan
@ (b) (©) (d) (e) ® @ (h) (i) (k) L (M)
SK8| Menguatnydengelolaan| Indeks Pengelolaan 2.25 Indeks 2.50 2.75 11000% | 110,00%
DatadanInformasi Data darinformasi
pengawasarDbatdan DeputiBidang
Makanandi Deputi Penindakaryang
BidangPenindakan Optimal
SK9| Terkelolanya Keuangan | Nilai Kinerja Anggaran 94.8 Indeks 10 55.99 55990% | 59,06% Melakukan
DeputiBidang DeputiBidang penyesuaian target
Penindakarsecara Penindakan NKA triwulanan
Akuntabel tahun 2024
TingkatEfisiensi 91 % 86 75 87,21% 82,42% Meningkatkan
Penggunaanggaran monevcapaian
DeputiBidang kinerja dan anggaran
Penindakan
Tabel3.3Matriks CapaiarRKP Deputi Bidang Penindakan Triwulan | Tahun 2023
35

Laporan Kinerja Interim  Triwulan | Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023




3.2.Kertas Kerja Pengukuran dan Perhitungan Kinerja Deputi Bidang Penindakan Triwulan
| Tahun 2023

3.2.1. Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah
DefinisiOperasional:
Putusanpengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan putusan pengatthigkat
pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucajatam sidang
pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa piésadimanaterdakwa
dinyatakarbersalahdalamhal sertamenurutcarayangliatur dalamundangundang

Perhitungan:

%PutusarF X 1000

Perhitungan Realisasi:

Putusan
Nilai Target 2023 Realisasi
Tahap Il Pengadilan g
a b c=b/a x 100% d e=c/d x 100%
10 Perkara 0 0 53% 0

Tabel3.4 Perhitungan Realisasi Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Berdasarkan data diatas, malaalisasi indikatosasararkegiatanPersentas€utusan
PengadilaryangDinyatakan Bersaladdalahsebagaberikut:

Putusan :0
Total Tahap Il :10
Nilai Realisasi : 0%

3.3.Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah
Definisi Operasional:
Putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah merupakan putusan pengaualjiazt
pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucalpkam sidang
pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vpitiana dimana
terdakwadinyatakarbersalahgdalamhalsertamenurutcarayangliatur dalamundang
undang.

Perhitungan:

x 100%

% Putusan=

PerhitunganRealisasi:
Nilaiindikator SasararKegiatanPersentasd’utusanPengadilaryangDinyatakan
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Bersalatadalahsebagaberikut:

Putusan - ..
Tahapll Pengadilan Nilai Target2023 Realisasi
a b c=b/ax 100% d e=c/dx100%
10 Perkara 0 0 53% 0

Tabel 35 Perhitungan Realisasi Nilai Indikator Sasaf@atusan
Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah2023

Berdasarkan data diatas, malealisasi indikatosasararkegiatanPersentas€utusan
PengadilaryangDinyatakan Bersaladbdalahsebagaberikut:

Putusan :0
Total Tahap Il 10
Nilai Realisasi 1 0%

3.4.Presentase Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindak
Lanjuti
DefinisiOperasional:
Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan adalah rekomgadgsi

dihasilkan dari upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, beemgasunan
analisis kejahatan Obat dan Makanan, penggalangan stakehaldersanalisis peta
rawan kasugejahatanObatdan Makanan.

Rekomendasi dianggap sudah ditindaklanjuti apabila stakeholders dan/atate kaiit
sudahmelakukarprosesselanjutnyadarirekomendasyangdisampaikan.

Perhitungan:

Jumlah rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang
ditindaklanjuti

= Q,
Seluruh rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dikeluarkan x 100%

PerhitungarRealisasi:
Realisasindikator sasararkegiatanPersentaseekomendascegahtangkal kejahatan
Obatdan Makanaryangditindaklanjuti adalatsebagai berikut:

No Sumber Rekomendasi Komoditi Tindak Lanjut

1 | Penggalangan kepag Pangan Olahat Kemenko PMK mensinergika

elemen lokal masyarake Kementerian dan Lembaga

bawah koordinasinya untu

Banda

menyelenggarakan prograt
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No Sumber Rekomendasi Komoditi Tindak Lanjut
pendampingan industri da
usaha pengolahan buah pal
kenari, dan kayu manis di
Kecamatan Banda, Kab. Malu
Tengah
2 | Analisis Kerawana| Kosmetik Belum ada tindak lanjut
Kejahatan Kosmetik Tahy
2022

3 | Analisis Kerawana| Obat Belum ada tindak lanjut
Kejahatan Obat Tradision| Tradisional
dan Suplemen Kesehatg dan Suplemer
Tahun 2022 Kesehatan

4 | Analisis Kerawana| Pangan Olahat Belum ada tindak lanjut
Kejahatan Pangan Olahg
Tahun 2022

5 | Analisis Kerawana| Obat dan Belum ada tindak lanjut
Kejahatan Obat dan NAPP] NAPPZA
Tahun 2022

Tabel 36 Realisasi Indikator Sasardfegiatan Presentase Rekomendasi Cegah Tangkal

Berdasarkan data diatas, makaalisasi indikatorsasarankegiatan Persentase
rekomendascegahtangkalkejahatanObatdan Makananyanglitindaklanjutiadalah
sebagaberikut:

Rekomendadiitindaklanjuti 1
Total rekomendasi 5
Nilairealisasi 1 20%

3.5.Presentase Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas
DefinisiOperasional:
Rekomendasi Intelijen adalah surat dari Direktorat Intelijen yang berisi infoimaasi
kegiatan/operasi intelijen beserta rekomendasi tindaklanjut yang disarankan.
Persentaseaekomendasilntelijen yang berkualitasdihitung melalui surveykepuasan
terhadappemangkukepentinganyangmenerimarekomendasintelijen.

Rekomendasi intelijen yang berkualitas adalah rekomendasi intelijen yang
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ditindaklanjutidenganpenilaian kualitasninimal 8,5.

PerhitunganRealisasi:

Kesesui
an Rata
No Rekomendasi Pemenuhan Pemaham
No Unit Akurasi Kondisi Meringaka rata
Intelijen Unsur an
Lapang n beban Nilai Nilai Setelah
an kerja Pembobotan
1 R
BBPOM 1011 11111 1 (111
PD.02.02.62.621 10 919 9,86 9,93
Palangkarayal o(0|O 0o|0] 0] O of0|0]|O
02.23.34
2 R
Balai POM di 1
PD.02.02.62621) 8 |9 |8 8 |8|9|9|8|8[9]9|8]|09 8,50 8,42
Palu 0
02.23.33

Tabel 37 Perhitungan Realisasi Intelijen
Berdasarkan data diatas, maka realisasi indicator sasaran kegiatan Presentase
rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas adalah sebagai berikut:
Rekomendasi berkualitas : 1
Rekomendasyang dinilai  : 2
Nilai realisasi : 50%

3.6.Presentase Keberhasilan Penindakan Kejtan Obat dan Makanan

DefinisiOperasional:

1 PenindakarkejahatanObat dan Makananmerupakantindakan penyidik PPNS
Badan POM untuk mengungkap kejahatan di bidang ObatMizkanan yang
ditindaklanjutisecaraPro-Justitiamelalui serangkaiatahapan penyidikan.

1 PenyidikanadalahSerangkaianindakanpenyidikdalamhal dan menurut cara
yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan buktigaadi
dan gunamenemukarntersangkanya

1 Kegiatan Penyidikan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakanoleh
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka untuk mencapai
penyelesaiamerkasperkaradalamlingkupdanbersifatnasionakertadukungan
(advokasiintervensi) terhadap penyelesaian berkas perkara di wilayah
BB/BPOMDukungaryangdiberikandapatberupapemberianbantuarteknis dan
taktis, advokasi kegiatan penyidikan, perumusan kebijakan pklatihan
pelatihan.

Penilaian Persentase Efektivitas Penyidikan dilakukan dengan melakukan
pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas peikara
menghitungpencapaiantarget perkara, yaitu denganpembagianbobotberturut-
turut :

a. SPDRSuratPemberitahuanDimulainyaPenyidikan)sebesarl5%-- nilai A
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[(@+b+c+d) jumlahperkara]
b. Tahapl (PenyeraharBerkasPerkarakepadaJaksaPenuntut Umum (JPU))
sebesart0%-- nilai B[(b+c+d) / jumlalperkara]
c. P21(BerkasPerkaradinyatakanlengkapoleh Jaks&PenuntutUmum)sebesar
30%,dan-- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. Tahap2 (PenyerahanTersangkadan BarangBukti kepadaJaksaPenuntut
Umum)sebesar 15% nilaiD (d / jumlahperkara)
Nilaipembobotantersebutsudahtermasukjugadi dalamnyatahapanSP3apabila
perkara yang sedang ditangatiterbitkan SP3 maka nilai bobot perkaexsebut
sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhirdiaagai.
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Perhitungan:

={{I5% X A) + (40% X B) + (30% X €) + (15% X D)} X (

Jumlah Capaian

Target Perkara

PerhitunganRealisasi:

S.D. MARET
Target Realisasi o o
Koefisien| Koefisien Nilai Total Capaian %

Perkara | Perkara| Perkara | Perkara| Tanun Carry | Bobot| ;i Nilai _eria—ra keberhasilan
tahun Carry s.d Carry | Berjalan Over — | Realisasi perkare penindakan
Berjalan| Over bulan Over
246 37 29 1,00 0,15 | 15,00% | 57,29% | 38,16% 21,86

28 8 0,59 0,34 0.4 27,83%

4 5 0,20 0,27 0,3 10,41%

10 24 0,14 0,22 0,15 | 4,06%
246 37 71 37

Tabel 38 Perhitungan Realisasi Peyidikan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maiealisasi indikatorsasarankegiatan
Persentas&eberhasilafPenindakan Kejahatgdbatdan Makananadalah21,86%

3.7.Presentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang
Dimanfaatkan

DefinisiOperasional:

1 Rekomendasi Analisis Siber adalah rekomendasi dari Direktorat Sibed&@bat
Makanan yang berisi informasi hasil analikEgiatan siber beserta saran
tindaklanjut yang diperlukan, meliputi kegiatan patroli siber pelanggaran
peredaran obat dan makanan, profiling pelanggaran/kejahatan siber obat dan
makanangdan analisis digitdbrensik.

1 Rekomendasi Analisis Siber yang dimanfaatkan adalah hasil rata-rata

rekomendasi analisis siber yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Siber Obat dan
Makanan.

Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek Akurasi, Pemenuhan Unsur, dan
KemudahanPemahamammenggunakarkuesionerserta hasil evaluasipatroli

siber yang ditindaklanjuti yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan
Makanan

Cara Perhitungan:

Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan
dihitung berdasarkan ratsata dari ketiga kinerja berikut ini:

1 Persentase Hadflatroli Siber yang ditindaklanjuti

B 'S
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Sampai dengan triwulan Triwulan | (Januariastet 2023), Direktorat Siber Obat dan
Makanan telah mengajukan permintaailakedown kepada AsosiasiECommerce
Indonesia (IdEA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
sebanyak89.399 (delapan puluh sembilanbu tiga ratus sembilan puluh sembilgn

link di berbagaie-commerce sosial media, dan website. Adaplink yang telah
ditindaklanjuti untuk ditakedownadalah sebanyak9.431 (lima puluh sembilamibu

empatratustiga puluh satilink, dengan rincian sebagaimana berikut ini:

Berdasarkarhasil kegiatanpadatabel di atas, makarealisasikinerja Persentase
HasilPatroliSiberyangditindaklanjutiadalahsebagaberikut:

B3 EQODA QLUAAEONQQQL VL@ O bo &
B3 EGOG QURAEOAET | Al A& SR AP @ v

91 Presentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang
Dimanfaatkan

1) Sampaidengantriwulan | (Januari s.dVaret 2023), Direktorat Siber Obat dan
Makanan telah menghasilkah6 (enam belag Profil Pelanggaran/Kejahatan
Siber Obat dan Makanan yang telah disampaikan kepada unit kerja terkait yang
terdiri atas 16 (enam belas) Profil Pelaggyan/Kejahatan Siber Obat dan
Makanan, dengan rincian: 2 (dua) hasil analisis sebagai rekomendasi takedown,
4 (empat) hasil analisis direkomendasikan giat intelijen lanjutan, 5 (lima) hasil
analisis sebagai rekomendasi pengawasan, sedangkan 5 (lima)ahalssis
sebagai rekomendasi penindakan dan disampaikan kepada unit terkait untuk
ditindaklanjuti. Adapun sebanyak (empaf) hasil profiling/ rekomendasi yang
telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masmgsing laporan
Profiling yang dibualengan memperhatikan

a) Keakuratan pemberian target pengawasan/penindakan bagi pemangku
kepentingan;
b) Kesesuaiamformasidengan faktaktual mengenaiokasitarget;
c) Kesesuaiarinformasi denganfakta actual mengenaiterduga pelaku
atauaringan.
2) PemenuharUnsur
a) Uraianpermasalahari lapangarsecargelas.lengkap.danberimbang;
b) Kondisi dan fakta yang cukup bagi pemangku kepentingan untuk
melakukantindak lanjut (pengawasan/penindakan)
¢) Mencakup/mengakomodipandanganawal dari target pengawasan/
penindakan
3) Kemudaharpenyampaiannformasi/pemahaman
a) Mempermudahpengidentifikasianpelaku dan kondisi sebenarnyadi
lapangan

e
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b) Penyajian dataukungyangjelas damrmudahdipahami
c) Menunjukkan suatu tindakan nyata yang harus dilakukan bagi

pemangkkepentingan

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Profiling Pelanggaran/Kejahatan
Siber ObatlanMakanansampaidenganTriwulanl:

No. Hasil Profiling/ No. Surat / Ket. Rekomend_a3| Tindak Komoditi
Lanjut
1 Hasil Tindak Lanjut Penelusuran Peredaran dan Penjualan| Rekomendasi Takedown| Obat
Trulicity Inj. (tujuan: Direktur Pengawasan Distribusi ¢
Pelayanan ONPP)
T-PD.02.05.63.632.01.23.104
2 Laporan Profing LC Beauty (tujuan: Direktur Pengawd Rekomendasi Kosmetik
Kosmetik, Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Direkl Pengawasan
PenyidikanObat dan Makanan, Kepala BBPOM Bandung
Kepala BBPOM Surabaya)
R-PD.02.05.63.632.01.23.13 dasPR.02.05.63.632.01.23.14
3 Hasil Pendalaman Informasi PT One Family Indonesia (tu] Rekomendasi Kosmetik
Kepala BBPOM Surabaya, Direktur Peragan Kosmetik, dal Pengawasan Pangan
Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Olahan
PD.04.01.63.02.2023.7
4 Hasil Penjejakan Digital Akun Azka677 Rekomendasi Kosmetik
(tujuan: Kepala Balai POM di Gorontalo) Penindakan
RPD.04.01.63.632.02.23.129
5 Hasil Pendalaman Informasi Produk Slimming Meso Kabg Rekomendasi Takedown Pangan Olahan
Diduga Palsu
(tujuan: Direktur Siber Obat dan Makanan, Ketua Tim Pa
Siber)
PD.04.01.632.03.23.04
6 Hasil Penjejakan Digital Akiiduga Mengedarkan Obat llegal| Rekomendasi Obat
Mamuju Penindakan
Tujuan: Kepala Balai POM di Mamuju
RPD.04.01.63.632.03.23.226
7 Tindak Lanjut Hasil Penjejakan Digital Akun Diduga Mengedq Rekomendasi Obat
Obat llegal di Mamuju Penindakan
Tujuan: Kepala Balai POM di Mamuju
R-PD.04.01.63.632.02.23.116
8 Permintaan Profiling dan Informasi HK Chemicals Rekomendasi Pangan Olahan
Tujuan: Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan) Pengawasan
PD.04.01.63.632.02.23.37
9 Hasil Penjejakan Digital PeredarProduk Palsu CV Ardhi Jayg Rekomendasi Obat
Tujuan: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Supl{ Pengawasan Tradisional
Kesehatan, dan Kosmetika
PD.04.01.6.63.02.23.23
10 Hasil Tindak Lanjut Kasus Peredaran Obat Tradisional Pl Rekomendasi Pangan
Pelangsingdeau Slim Mengandung BKO Pengawasan Olahan
(Tujuan: Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suple
Kesehatan)
PD.04.01.63.632.03.23.60 tanggal 8 Maret 2023
(Belum mendapatkan feedback)

e
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No. Hasil Profiling/ No. Surat / Ket. Rekomend.a5| Tindak Komoditi
Lanjut
11 Hasil Pendalaman Informasi Kasus Kosmdtigal di BBPOM Rekomendasi Kosmetik
Pontianak Penindakan
(Tujuan: BBPOM di Pontianak)
RPD.04.01.63.632.03.23.235 tanggal 07 Maret 2023
(Belum mendapatkan feedback)
12 Hasil Profil Penjejakan Digital atas Permohonan Data | Rekomendasi Obat
Informasi Akun BBPOM di Pekanu Penindakan
(Tujuan: BBPOM di Pekanbaru)
RPD.04.01.63.632.03.23.243 tanggal 14 Maret 2023
(Sudah mendapatkan feedback)
13 Hasil Pendalaman Informasi Obat Palsu Xarelto 15 mg T{ Rekomendasi Giat Obat
Selaput No. Reg.: DKI1251602517B1 Intelijen Lanjutan
Tujuan: DeputBidang Penindakan
PD.04.01.63.632.02.23.43
14 Hasil Penjejakan Digital Dugaan Adanya Pemalsuan Rekomendasi Giat Obat
Tradisional Etawalin Milik CV Bumi Wija3itacap Intelijen Lanjutan Tradisional
Tujuan: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplé
Kesehatan, dan Kosmetik
PD.04.01.6.63.03.23.43
15 Hasil Profiling Fokus Sehat Vitamin (Obat Batuk mengan{ Rekomendasi Giat Obat
Pholcodine) Intelijen Lanjutan
Tujuan: Kepala BBPOM di Semarang dan Surakarta
RPD.04.01.63.632.03.23.242
16 Hasil Penelusuran Peredaran dan Penjualan Obat Nark{ Rekomendasi Giat Obat
Psikotropika dan OOT Melalui Media Penjualan Daring Intelijen Lanjutan
Rekomendasi Takedown (PD.02.05.63.632.03.23.75)
Surat Balasan kepada Direktur Pengawasan Distrillasi
Pelayanan ONPP
(PD.02.05.63.632.03.23.77)
Tabel 39 Ringkasan Data Hasil Profiling Pelanggaran Kejaha&bat
Terkaitdengan penilaiakemanfaatannyalapatdilihat sebagaimanderikut:
) Penilaian Kemanfaatan
No. Hasil Profiling/No. Surat / Ket. R.ekomendr.:l5| 1 2 3 Rata
Tindak Lanjut
a b c a b c a b c Rata
1 Hasil Penjejakan Digital Aky Rekomendasi 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 | 100.00
Azka677 Penindakan
(tujuan: Kepala Balai POM
Gorontalo)
RPD.04.01.63.632.02.23.129
2 Hasil Penjejakan Digital Akun Didu| Rekomendasi 95 95 95 80 95 95 920 95 920 92.22
Mengedarkan Obat llegal di Mamuj| Penindakan
Tujuan: Kepala Balai POM di Mamd
RPD.04.01.63.632.03.23.226
3 Tindak Lanjut Hasil PenjejakBigital | Rekomendasi 85 90 90 85 85 85 90 90 90 87.78
Akun Diduga Mengedarkan Ob{ Penindakan
llegal di Mamuju
Tujuan: Kepala Balai POM di Mamy
R-PD.04.01.63.632.02.23.116

B
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4 Hasil Profil Penjejakan Digital at{ Rekomendasi | 60 69 69 60 60 60 70 60 70 64,22
Permohonan Data dan Informal Penindakan
Akun BBPOM diekanbaru

(Tujuan: BBPOM di Pekanbaru)
RPD.04.01.63.632.03.23.243 tangg
14 Maret 2023

(Sudah mendapatkan feedback)

RataRata 85 | 835|885|813 | 850 | 850 | 87,5 | 86,25 | 87,5| 86,05

Tabel 310 Realisasi Kinerja Presentase Profil Pelanggaran Kejahatan
Siber Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil kegiatan pada tabel di atas. maka nilai realisasi kinerja
PersentaseProfil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang
dimanfaatkanadalah86,03%

1 PersentasddasilAnalisiDigitalForensikyangDimanfaatka
Sampai denganrilvulan | (Januari s.dMaret 2023), Direktorat Siber Obat dan
Makanan telah melakukan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan analisis
digital forensik yang mana telahenghasilkan 1Saty Laporan Hasil Analisis Digital
Forensik yang diteruskan kepada berbagai stakeholder terkait. Adapun hasil analisis
tersebut telah diberikan penilaian terhadap kemanfaatan dari masiaging hasil
analisis yang dibuat dengan memperiain:

1) Respons yang diberikan terhadap permohonan akuisisi perangkat elektronik
dan/atau analisis digital forensik dari pemangku kepentingan dilaksanakan
dengan baik dan cepat;

2) Hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik diberikan
sesuai dengan waktu yang ditentukan;

3) Hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik dapat
dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;

4) Hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang
diberikan telah mengungkapkapermasalahan secara jelas, lengkap, dan
berimbang;

5) Hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang
diberikan telah memberikan gambaran fakta yang cukup bagi pemangku
kepentingan untuk melakukan tindak lanjut suatu kasus;

6) Hasil &usisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik yang
diberikan dapat membantu pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan
unsurunsur tindak pidana; dan

7) Penyajian hasil akusisi perangkat elektronik dan/atau analisis digital forensik
disajikan dengan jelas dan mudah dipahami.

Berikut ini merupakan ringkasan data hasil Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan

besertapenilaian kemanfaatannya sampai dengan Triwulan I: -
Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023
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Nama Penilaian Kemanfaatan
No Stakeholder Deskripsi Hasil 1| o 3 4 5 6 7 Rata
Rata
1. [Loka POM Mencari bukti Telah berhasil mengakuisi§ 90 85 95| 85| 85| 82| 90| 87,43
di Kabupaten | petunjuk, data dan analisis forensik
Buleleng identitas,jaringan, |digitalterhadap 1 (satu)
dan/ handphonemilik terduga
atau pemasokpil pelakuKL dan menyerahkal
Koplo dari hasil analisis dalam rangka
sumberinformasih |tindak lanjut Pro Justitia
andphone
milik terduga pelaku
berinisial KL

Tabel 311 Hasil Analisis Digital Forensik Obat dan Makanan

Berdasarkan hasilegiatan pada tabel di atas, maka nilai realisasi kinerja Persentase
Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan adat8%o.

Sehingga, nilai realisasi kinerja Persent@s&omendasi Analisis Siber di Bidang Obat
dan Makanan yang Dimanfaatkan adalasebesar 84,9®6, dengan

sebagaimana berikut:

rincian

No. Indikator Kinerja Nilai Realisasi RataRata
1. Patroli Siber 66,48%
Profiling Pel / 86,50%
5 ronng_ elanggaran 0 80.14%
Kejahatan
3. | Analisis Digital Forensil 87,43%

Berdasarkan hasil perhitungan diatamakarealisasi indikatorsasarankegiatan
Persentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang
Dimanfaatkaradalah80.14%.

3.8.Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Penindakan

DefinisiOperasional:

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 TaBRQ#&9 tentang Perubahan Atas
PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayanidi LingkungarinstansiPemerintah.InspektoratUtamaselakuTimPenilai
Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/\iB&d/
Satker/UnitKerjadanBB/BPOM.

e
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1. Zonalntegritas(Zl)adalahpredikatyangdiberikankepadainstansipemerintah
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
WBK/WBBMmelalui reformasi birokrasi. khususnya dalam hal pencegahan
korupsidan peningkatarkualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK
adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kega BB/BPOM
yangmemenuhisebagiarbesarmanajemenperubahan penataanatalaksana.
penataan sistem manajemen SDM. penguatan pengawasanpefguatan
akuntabilitas kinerja.

3. Menuju WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat
Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja
dan BB/BPOMyang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan.
penataan tatalaksana. penataan sistem manajemen SDM. penguatan
pengawasan. penguatan akuntabilitas kinerja. dan penguatan kualitas
pelayanarpublik.

PerhitungarRealisasi:
Target ditetapkan sesuai surat dari Inspektur Utama yaibesar78.4 dan
ditetapkan diakhirtahun.

3.9.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Penindakan
DefinisiOperasional:
Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danl Kstensi
Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntalflitesja
Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 TahurteR@drg
Pedoman Evaluasi Atas Implemertasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,SAKIAmerupakanpenerapanmanajemenkinerja padasektor publik
yangsejalandankonsisterdenganpeneraparkRByangberorientaspada pencapaian
outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebdik. Nilai AKIP
Satker/Unit Kerja dan B/BOM merupakan nilai hasil evaluasi yhiagukan
InspektoratUtamaatsdokmenAKIP Satker/Urierjadan BB/BPOM.

PerhitungarRealisasi:
Targetditetapkansesuaisuratdari InspekturUtamayaitu sebesar84.7 danditetapkan
di akhirtahun.

3.10. Indeks Profesionalitas Aprature Sipil Negara Deputi Bidang Penindakan
DefinisiOperasional:

1 IndeksProfesionalitag\SNadalahukuranstatistikyangmenggambarkakualitas -
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L

ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompet&msgrja, dankedisiplinan
pegawalASN dalanmelaksanakatugasjabatan.
1 IndeksProfesionalitaASNdiukur berdasarkarPermenPANRE8/2018tentang
Pengukuran Indeks ProfesionalitdSN.
1 Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi
yaitu:
1) Kualifikasidiukur dari indikator riwayat pendidikanformal terakhir yang
telahdicapai
2) Kompetensi:diukur dari indikator riwayat pengembangankompetensi
yangdelah dilaksanakan
3) Kinerja: diukur darindikator penilaiarprestasikerjaPNS
4) Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin
yangpernahdialami

PerhitungarnRealisasi:
TargetditetapkansesuasuratdariBiro SDMyaitusebesar85.48dan ditetapkan diakhir
tahun.

.11. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di DepBitlang Penindakan yang Optimal
DefinisiOperasional:
Komponenpengelolaandata dan informasi Unit KerjaEselonl mencakupomponen:
1) Indeksdatadaninformasiyangtelah dimutahirkandi BCC

1 Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yemgegrasi ke
dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit
kerjadanpengambilarkeputusanstrategisoleh pimpinanBPOM.

1 Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi
dimutahirkansesuai dengawaktu yangditentukan.

9 BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data
untuk diolah dan dianalisa sebagaidasar dalam membuat kebijakan
pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan
mengevaluaskinerjapengawasambat danmakananoleh pimpinan

9 Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi
yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang
diambiltepat sasaran.

i Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan
secara berkalaleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus
dimutahirkansebagai berikut:

a) UPTSIPTSPIMKebDataKeracuanan
b) Unit kerja pusat sesuai data kinemaasingmasing (terlampir)
2) IndekspemanfaatansisteminformasiBPOM mencakupsisteminformasiyang

B
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digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing
masingunit kerjamencakup:
1 Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite
Balai
1 Pusatiemail dan dashboar8CC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit Kkerja,
bidang/bagian/subdimaupun individu.

Perhitungan:

Unit TW1

Cegah Tangke 3,00

Intel 3,00
Siber 2,00
Sidik 3,00
DEPUTI 4 2.75

Tabel 312 Perhitungan Indeks Pengelolaan Data
dan Informasi

Kriteriayangdigunakaradalah:

1.2,26¢ 3 : Optimal
2.1,51¢2,25 : Cukup
3.0,76¢1,5 : KurangOptimal
4.0¢0,75 : Sangat Kurang

PerhitungarRealisasi:

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi geitesar2,75 pada
Triwulan I. Perhitunganindeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang
Penindakan merupakan ratata dari indeks pengelolaan data dan informasi di
masingmasingunit Kedeputian Bidangenindakan.

3.12. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan

DefinisiOperasional:

1 Nilai KinerjaAnggararadalahmerupakanpenilaian terhadagkinerjaanggaran
Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPAPan NilaiEvaluasi KinerjaAnggaran (EKA).

1 Nilailndikator KinerjaPelaksanaanggaranIKPAmerupakanukuranevaluasi
kinerja pelaksanaaranggaranyang memuat 13 indikator dan mencerminkan

B
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aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggdeepaiuhanpada
regulasisertaefektifitasdan efisiensipelaksanaarkegiatan.

1 13indikatorpembentukindikatorKinerjaPelaksanaaAnggarar{lKPA)antara
lain:

1)Revisi DIPA
2)Deviasi Halamahl DIPA
3)PengelolaatyPdan TUP
4)Rekon LPJ Bendahara
5)DataKontrak
6) Penyelesaian Tagihan
7)PenyeraparAnggaran
8)Retur SP2D
9)Perencanaan KgRenkas)
10) Pengembalian/Kesalah&PM
11) DispensadPenyampaian SPM
12) Pagu Minus
13) KonfirmasiCapaian Output

Perhitungan:

0 "B QA o2 "W ¢E = (6 "AIM0 6 ©60%)+ (6 'AFAD KO WA0%)

Pada tiwulan 1 realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan
sebesar 55,99. Berikut adalah perhitungan capaianindikator Nilai Kinerja
Anggaran Deputi Bidang Penindakan TWtahun 2023:

Nilai EKA Nilai IKPA NKA Target Capaian
60% 40%
60% x84,64% = | 40% x 95,91% = 55,996 10 559.96%
18,192 37,804

Tabel 313 Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Penindakan Pada Triwulan |

3.13. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

DefinisiOperasional:

i Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang
lebih sedikit namun menghasilkarutput yang sama atau lebih besar atau
dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari
capaian input.

1 Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan %
capaian input

1 Standarefisiensi (SE9dalahl

1 Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap -
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standar efisiensi (SE).
LI oAt L9
dianggap tidak efisien.
Kriteria
1 Efisien apabild@Eberkisar darD sampadengan 1
1 TidakefisienapabilaTE<Gatau TE>1

PerhitunganRealisasi:

X

{

9

Yl

DEPUTI IV S.D TRIWULAN |

1SAALGF ykegratah y 33 LI S

. Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan 5.00 000 | 000 | 1203800000 509375807 | 4231 | 0.00 | -1.00 15%
bersalah

) Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan 88.00 | 2000 | 22.73 | 7,611967,000 | 1458853321 | 19.17 119 019 100 %
Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

) Persentase rekomendast intelen Obat dan 83.00 | 50.00 | 60.24 | 6,706,204,000 | 1,358,049993 | 2025 | 297 | 1.97 5%
Makanan yang herkualitas

A Persentase keberhasilan penindakan kejahatan 1400 | 21.86 | 156.14 | 8,854,065,000 | 1,205,045,789 | 1417 | 11.02 | 10.02 5%
Obat dan Makanan

5 |Presentase Rekomendasi Analisis Siber di Bidang 8500 | 79.80 | 93.88 | 2,300,632,000 | 277,283,656 | 12.05 1.19 6.79 5%

; Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi 250 2.715 | 110.00 |18,079,165,000| 2188459832 | 12.10 9.09 8.09 75%
Bidang Penindakan yang Optimal

0
7 | Nilai Kineria Anggaran Deputi Bidang Penindakan 10.00 | 55.99 | 559.90 | 3,120,291,000 | 978320933 | 31.35 | 17.86 | 16.86 5%

Tabel 3.4 Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Penindakan

Target ditetapkan di akhir tahun yaitu sebesar91% (efisien). Capaiantingkat
efisiensi penggunaan anggaran Deputi Bidang Penindakanafh 203 adalah

sebesai75% (tidak efisien).

4.1. Kesimpulan

L

PENUTUP
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LaporarKinerja InterimTriwulan [Tahun 203 Deputi Bidang Penindakan disusun sebagai
bentukpertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama perergadic Desember

2023 dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Deputi Bidang Penindakan dan Makanan
menujuGood Governmerdengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Deputi IV
tahun 20202024. Laporan Kkinerja ini mencakup pemaparan mengenai capaian
pelasanaan kegiatan Deputi Bidang PenindaRamwulan | tahun 202 meliputi 9
(sembilar) sasaran programl (satu)indikator sasaran program mendapatkan kriteria
dMemenuhi Ekspektasi 1 (satu)indikator sasaran program mendapatkan kriteria
éBelum Memenuhi Ekspektasi 4 (empa) indikator sasaran program mendapatkan
kriteria dTidak Memenuhi Ekspektasidan 2 (dug indikator sasaran programengan

1 NA (T®RIaKIDBRpatdisimpulkag.

Sementara ituealisasi anggaran Deputi Bidang Penindakan gadailan| 2023 adalah
sebesarRp. 10.943.269.446Sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua
ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam rypikdmgancapaian
sebesarl9.70%.Adapun capaian di masisrgasing direktorat adalah sebagai berikut:

a. Direktorat Cegah Tangkal sebe&dr34%;

b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan sebeg4r03%;

c. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebexaR2%;

d. Direktorat Siber Obat dan Makanarbesai20.86%.

Demikian Laporan Evaluasi Interffailwulan | 2023 ini kami susunSemoga yang kami
laporkan ini dapat bermanfaat bagi publik dan pimlkak yang berkepentingan.
Capaiarcapaian program di Deputi Bidang Penindakan tentunya diperoleh atas
dukungan seluruh pegawai di Deputi Bidang Penindakan yang telah berkomitmen dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara
akuntabel.

4.2. Saran

Berdasarkan pemaparan dan tabel capaian indikator sasaran program dieaitgpat

beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rencana tindak lanjut, antara lain:

1. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Mahkamah Agung di tingkat Pusat dan
Pengadilan Tinggi/Negeri di tingkat Wilayah terkait monitoring putusan pengadilan
tindak pidanaObat dan Makanan

2. Melakukan intervensi ke unit terkait dan update tindak lanjut atas rekomendasi cegah
tangkal kejahatanObat dan Makanammaupun rekomendasi intelijerDbat dan
Makanansecara berkala;

3. Melakukan perluasan kerja sama dengan Kementérembaga terkait lainnya dalam
hal pertukaran informasi dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi

4. Mengantisipaspesatnya perkembangan teknologicemmercedan transaksi digital,
serta keamanan sistem teknologi informasi, maka Badan POM mtaptif
melakukan upaya berkesinambungan dengan melakukan pemutakhiran sarana dan

=
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prasarana teknologi, proses, serta peningkatan kompetensi @iMpkungan Deputi
Bidang Penindakan

s
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KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR. HK.02.02.6.07.22.11

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2023

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

BADAN POM
Menimbang Toa.
b.
Mengingat S
2.
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bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Deputi Bidang Penindakan pada tahun
2023 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja
Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan
Makanan tentang Rencana Kinerja Deputi Bidang
Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun
2023;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023
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BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 986);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun
2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1274);

Peraturan = Menteri  Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
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BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA
KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.

Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputi
Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana
Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu merupakan acuan Deputi Bidang Penindakan Badan
Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana

kerja dan penganggaran tahun 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2022

PLT. DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MOHAMAD KASHURI
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BADAN POM

NOMOR HK.02.02.6.07.22.11 TANGGAL 12 JULI 2022
TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENINDAKAN BPOM TAHUN 2023

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Penegakan Hukum Persentase Putusan Pengadilan yang -3
" | Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif | Dinyatakan Bersalah
: Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal
2. Te‘ jidnya Upaya CegalrTangial ; Kejahatan Obat dan Makanan yang 88
Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif 2 .
Ditindaklanjuti
3 Hasil intelijen Obat dan Makanan yang Persentase Rekomendasi Intelijen Obat 83
’ Berkualitas Dan Makanan yang Berkualitas
4 Meningkatnya Efektifitas Penindakan Obat | Persentase Keberhasilan Penindakan o
’ dan Makanan Kejahatan Obat dan Makanan
. 5 6 Persentase Rekomendasi Analisis Siber di
5. Ilaeal;oarnnzgdam Analisis Siber Obat dan Bidang Obat dan Makanari yang 35
Dimanfaatkan
6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Indeks RB Deputi Bidang Penindakan 78,4
7. | Deputi Bidang Penindakan yang Optimal Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan 84,7
8 Terwujudnya SDM Deputi Bidang Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang 85.48
’ Penindakan yang Berkinerja Optimal Penindakan 2
Menguatnya Pengelolaan Data Dan s
9; Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan gldekts girilgelol;leaq ]?fta; Da;‘ Inf(z)rn:gm alDl 2,5
Di Deputi Bidang Penindakan cputi Bidang fenmdakan Tang Yphm
10 Nilai Kinerja Anggaran 04.8
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Deputi Bidang Penindakan ’
11 Penindakan secara Akuntabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran 91
’ Deputi Bidang Penindakan

e
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PLT. DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MOHAMAD KASHURI




2) PerjanjiarKinerja Deputi Bidang Penindakan Tal2023

2023
DEPUTI IV

BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

// PERJANJIAN KINERJA TAHUN

BADAN POM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

Jabatan : Deputi Bidang Penindakan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,13 Februari 2023
Pihak Kedua Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

L Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023 -
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Kegiatan :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI IV

Sasaran Kegiatan

Hasil intelijen Obat dan Makanan yang
berkualitas

Menguatnya pengelolaan data dan

informasi pengawasan Obat dan Makanan

di Deputi Bidang Penindakan
Rekomendasi Analisis Siber di Bidang
Obat dan Makanan yang Berkualitas
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang

Penindakan secara Akuntabel

Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang
Penindakan secara Akuntabel

Terwujudnya SDM Deputi Bidang
Penindakan yang berkinerja optimal

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
Deputi Bidang Penindakan yang optimal

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
Deputi Bidang Penindakan yang optimal

Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal

Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

Meningkatnya efektivitas penindakan
Obat dan Makanan

Meningkatnya Penegakan Hukum

Indikator Kinerja

Persentase rekomendasi intelijen
Obat dan Makanan yang berkualitas

Indeks pengelolaan data dan
informasi di Deputi Bidang
Penindakan yang optimal

Persentase Rekomendasi Analisis
Siber di bidang Obat dan Makanan
yang dimanfaatkan

Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang
Penindakan

Tingkat Efisiensi penggunaan
anggaran Deputi Bidang Penindakan

Indeks profesionalitas ASN Deputi
Bidang Penindakan

Indeks RB Deputi Bidang Penindakan

Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan

Persentase rekomendasi cegah
tangkal kejahatan Obat dan Makanan
yang dimanfaatkan

Persentase keberhasilan penindakan
kejahatan Obat dan Makanan

Persentase putusan pengadilan yang

Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif dinyatakan bersalah

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Anggaran :

91

85.48

78.4

84.7

88

Rp.55,537,240,000.00

Jakarta,13 Februari 2023
Pihak Pertama

Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

o boree e Tt oepu s e T
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3) Rencana\ksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penindakamin2023

Makanan yang
dimanfaatkan

Persentase
keberhasilan
penindakan
kejahatan
Obat dan
Makanan

Persentase
putusan
pengadilan
yang
dinyatakan
bersalah

3.565.700.000, 00

1.203.800.000, 00

55.537.240.000, 00

Jakarta, 13 Februari 2023

Deputi Bidang Penindakan

Irjen. Pol. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H

-
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// RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DEPUTI IV

BARAN EOM Badan Pengawas Obat dan Makanan

Persentase 12.147.572.000, 00
rekomendasi

intelijen Obat
dan Makanan
yang
berkualitas

Indeks . . . . . . . . . . . . 643.542.000, 00
pengelolaan

data dan

informasi di

Deputi Bidang

Penindakan

yang optimal

Persentase 18.165.654.500, 00
Rekomendasi

Analisis Siber

di bidang

Obat dan

Makanan yang

dimanfaatkan

Nilai kinerja . 1.655.451.000, 00
anggaran

Deputi Bidang

Penindakan

Tingkat 4.451.147.000, 00
Efisiensi

penggunaan

anggaran

Deputi Bidang

Penindakan

Indeks 3.446.991.500, 00
profesionalitas

ASN Deputi

Bidang

Penindakan

Indeks RB . 1.242.130.500, 00
Deputi Bidang
Penindakan

Nilai AKIP . 962.114.500, 00
Deputi Bidang
Penindakan

Persentase 8.053.137.000, 00
rekomendasi

cegah tangkal

kejahatan

Obat dan

Laporan Evaluasi Internal Triwulan | Deputi Bidang Penindakan Tahun 2023



Surat Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
1) Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

JI. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726, Fax : 4246726

BADAN POM Email :inspektorat.utama@pom.go.id, tvitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id
Nomor . B-PI1.04.7.71.02.23.87 Jakarta, 10 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal . Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Tahun 2022

Yth. Deputi Bidang Penindakan

di Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

kami telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP Deputi Bidang

Penindakan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan Tahun 2022 dilaksanakan
berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat
Tugas Inspektur Utama Nomor: PI1.04.7.72.11.22.358 tanggal 11 November
2022

2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);

2) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Deputi Bidang
Penindakan;

3) Menilai pelaksanaan program dan Kkegiatan pada Deputi Bidang
Penindakan;

4) Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;

5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;

6)Memberikan ...

,,

L
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6) Memberikan informasi kinerja pada Deputi Bidang Penindakan;

7) Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna
peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada Deputi Bidang Penindakan

8) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya pada Deputi Bidang Penindakan.

. Fokus Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan meliputi evaluasi atas

proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (output) dan evaluasi atas
hasil (outcome).

. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan meliputi penilaian

kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome
serta kinerja lainnya.

. Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Penindakan dilaksanakan melalui analisis

terhadap data dan informasi serta wawancara kepada Tim SAKIP Deputi
Bidang Penindakan.

. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, maka
implementasi atas SAKIP Deputi Bidang -Penindakan Tahun 2022 dapat
dikategorikan BB (Sangat Baik). Akuntabilitas kinerja sudah baik, menunjukkan
tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan
capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya Kkinerja birokrasi, dan
penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil pada Deputi Bidang
Penindakan, namun masih perlu adanya perbaikan. Rincian hasil evaluasi tiap

komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Tahun 2022

NG, Kompenen Bobot |  Nilai
1. Perencanaan Kinerja 24 18,96
2 Pengukuran Kinerja 24 18,24
3. Pelaporan Kinerja 12 9,84
4. Evaluasi Internal 20 16,00
5. Capaian Kinerja 20 12,63
Nilai Hasil Evaluasi 100 75,67

Tingkat Akuntabilitas BB

7. Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan

a.

b.

Deputi Bidang Penindakan telah menyusun dan memformalkan
dokumen perencanaan kinerja yaitu Rencana Strategis (Renstra) 2020-
2024, dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Rencana AKksi
Perjanjian Kinerja (RAPK), dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT);
Telah dilakukan Reviu Renstra, namun belum semua indikator kinerja
dilengkapi dengan Kertas Kerja Penetapan Target yang memuat
penjelasan/justifikasi yang memadai terkait rentang kenaikan target
setiap tahunnya untuk seluruh indikator;

Indikator unit kerja sebagian besar telah diturunkan melalui Matriks
Cascading dan Matriks Peran Hasil, namun dalam penyusunan Matriks

Peran Hasil belum semua diturunkan sampai dengan level individu.

2) Pengukuran

a.

Dalam rangka pengukuran kinerja pada Deputi Bidang Penindakan
telah terdapat Definisi Operasional atas kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja melalui manual IKU, namun manual IKU belum memuat
rumusan cara mengukur seluruh indikator kinerja pada Satker Deputi
Bidang Penindakan dan belum diformalkan;

b.Pengumpulan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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b. Pengumpulan data kinerja pada Deputi Bidang Penindakan
dilaksanakan oleh Tim sesuai SK Tim pengumpulan data Kinerja,
namun belum terdapat pedoman teknis atau SOP pengukuran kinerja
dan pengumpulan data kinerja.

3) Pelaporan

a. Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu serta telah
dipublikasikan pada website Badan POM;

b. Pelaporan kinerja pada aplikasi simetris belum dilakukan dengan tertib,
dan belum disertai data dukung yang memadai;

c. Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan data kinerja antara
realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan target jangka
menengah, namun belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark
Kinerja);

d. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam
evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

4) Evaluasi Internal

a. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data tindak lanjut atas
rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya;

b. Rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal belum
seluruhnya ditindaklanjuti dan belum dilakukan monitoring pada periode
selanjutnya;

c. Rekomendasi LHE SAKIP tahun sebelumnya sudah ditindaklanjuti,
namun masih ada yang belum sesuai saran.

5) Capaian Kinerja
Masih terdapat indikator kinerja Satuan Kerja tidak tercapai.
0. Capaian output

- Persentase target tercapai sebesar 83% atau tercapai 5 dari 6
indikator

-Persentase ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e
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- Persentase capaian lebih baik dari periode sebelumnya sebesar
75% atau 3 indikator lebih baik dari 4 indikator. Terdapat 1 indikator
kinerja yang tidak dapat dibandingkan dikarenakan merupakan
indikator baru yang tidak ada pada periode sebelumnya

a. Capaian outcome
— Persentase target tercapai sebesar 45,5% atau tercapai 5 dari 11
indikator
— Persentase capaian lebih baik dari periode sebelumnya sebesar

44,4% atau 4 indikator lebih baik dari 9 indikator. Terdapat 2
indikator Kkinerja yang tidak dapat dibandingkan dikarenakan
merupakan indikator baru yang tidak ada pada periode sebelumnya.
8. Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasi kepada Deputi Bidang
Penindakan beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
1) Perencanaan Kinerja

a. Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yang
memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi,
analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah
berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi
dengan Kertas kerja analisis penetapan target pada masing-masing
indikator kinerja serta mendokumentasikan hasil pembahasan
penetapan target dengan pimpinan;

b. Memastikan indikator kinerja Kepala Unit telah seluruhnya diturunkan
hingga individu pegawai yang didukung dengan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh level teknis sampai dengan individu serta melakukan
perbaikan dalam penyusunan Matriks Peran Hasil sampai dengan
penugasan individu.

2)Pengukuran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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2) Pengukuran Kinerja

a. Menetapkan manual IKU yang memuat rumusan cara mengukur

seluruh indikator kinerja pada Satker Deputi Bidang Penindakan;

. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria

terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid; adanya
kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;
terdapat penanggungjawab yang jelas; jelas waktu delivery-nya; dan
terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data

3) Pelaporan Kinerja
a. Memastikan pengisian capaian kinerja, rencana aksi dan tindak lanjut

pada aplikasi simetris telah dilakukan secara berkala sesuai dengan
periode pelaporan yang telah ditetapkan

. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan

menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

. Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan

kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk
perbaikan/peningkatan kinerja

4) Evaluasi Internal
a. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil dan

mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas
rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta
memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan
program/kegiatan;

. Melaksanakan monitoring atas seluruh rencana aksi/rekomendasi hasil

evaluasi periode sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti;
c.Menindaklanjuti ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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c. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari Inspektorat Utama dalam rangka
perbaikan implementasi SAKIP Unit Kerja.
5) Capaian Kinerja
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya terdapat

beberapa upaya yang dapat dilaksanakan diantaranya dengan:

a. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala

b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian
target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan
secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran
(tahunan)

c. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari
tahun sebelumnya

d. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai
salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode
selanjutnya

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP, atas perhatian
dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,

Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Tembusan:
1. Sekretaris Utama Badan POM
2. PIt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Unit/Satker

Komponen/Sub Komponen/Kriteria

IEWELED] Nilai

PERENCANAAN KINERJA

1.a|Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Kriteria:

[=9

Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.

N

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.

=

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.

(4]

Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.

<))

Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

1.b|Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar
yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran
kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan
(cascading) disetiap level secara logis, serta
memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

5,76

Kriteria:

1{Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.

2|Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.

3|Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya
yang perlu dicapai.

=

Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang
akan dicapai.

(%]

Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.

(o))

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus
dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode

~

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang,
dan realistis.

00

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan,
serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading ).

Ye]

Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi,
kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
(Crosscutting).
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10

Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

11

Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

.c|Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk

mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Kriteri

a:

1

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.

N

Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.

w

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau
setidaknya masih on the right track .

=

Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara
berkala.

w

Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari
hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan dalam rangka mewujudkan kondisi/hasil

()]

Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja
yang telah direncanakan.

~

Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang
telah direncanakan.

PENGUKURAN KINERJA
18,24

Pengukuran Kinerja telah dilakukan
2,88

=Y

Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

N

Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.

w

Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

2.b

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah

dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 5,76

(=N

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur
capaian kinerja.

N

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan telah mendukung
capaian kinerja yang diharapkan

w

Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.

=

Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit
dibawahnya secara berjenjang.
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w1

Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

<))

Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

.c|Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam

pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian 9,6

=Y

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan)
tunjangan kinerja/penghasilan.

S

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.

wi

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.

[))

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.

~

Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.

0

Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

%)

Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

10

Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

PELAPORAN KINERJA

.a|Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan

Kinerja

(=9

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.

N

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.

w

Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.

w

Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.

Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

3.b)

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja,
informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/ penyempurnaannya

[=Y

Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
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